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KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka
Kabupaten Banyumas telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah ( RPD )
tahun 2024-2026.

Untuk merealisasikan RPJMD tersebut ditindaklanjuti oleh Perangkat
Daerah dengan penyusunan perencanaan teknis yaitu Rencana Strategis (Renstra).
Demikian juga dengan Dinas Perhubungan Kabupaten  Banyumas
menindaklanjutinya dengan menyusun Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diharapkan
mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Banyumas

dengan prinsip — prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Purwokerto, Mei 2023

}({Jé\palt—t E}mas Perhubungan
i / Kabl,lgaten Banyumas

AGIIS SRIYONO ATD.,S.IP..MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670801 199203 1 006
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah
memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan
potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-
Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional
pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional
akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masa
jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti
hal tersebut, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah
Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta
memerintahakan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2024-2026.



Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berorientasi kepada
seluruh anggota tim supaya ada penyamaan persepsi dan memberikan
pemahaman yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyumas. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi: peraturan per
Undang-Undangan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah yang
meliputi tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan
nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan pemerintaha daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah; keterkaitan dengan dokumen
perencanaan lainnya; teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyumas; dan teknis menganalisis serta
menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim
hingga penetapan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyumas. Adapun agenda kerja tersebut meliputi: persiapan penyusunan
renstra, penyusunan rancangan renstra, penyesuaian rancangan renstra,
penyampaian rancangan renstra, verifikasi rancangan renstra, penyusunan

rancangan akhir renstra dan diakhiri dengan penetapan renstra.

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan
rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan
daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyumas, perlu dikumpulkan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat
dipertanggungjawabkan. Adapun data dan informasi yang harus disiapkan
antara lain: Peraturan perundang-undangan yang terkait; kebijakan
pemerintah yang terkait; dokumen-dokumen seperti RTRW (Rencana Tata
Ruang Wilayah) Kabupaten Banyumas, Renstra Kementerian Perhubungan
serta Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah, hasil evaluasi
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas periode lalu.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana
yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan satu bagian yang utuh dari



manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya
dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Banyumas, serta juga telah menyesuaikan dengan
rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas
Perhubungan Propinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas setiap tahunnya
selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi persiapan Rencana
Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang dalam penyusunannya
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Banyumas.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang
diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan
Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menjadi pedoman
bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyumas yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut
akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Kabupaten Banyumas.

1.2 Landasan Hukum
Renstra Dinas Perhubungan disusun berdasarkan landasan hukum
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah:;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);



6.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042)



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6233);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6794);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.2 Tahun 2013 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Dan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009,
Nomor 4 Seri E);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 3 Seri E).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 — 2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53)

1.3
131

Maksud Dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas,

dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi

pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk secara
konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan
posisi dan peran yang diemban, antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam
melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di
bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan, sasaran,
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu
2024-2026 dapat tercapai,

2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik
secara internal maupun eksternal;

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
tentang rencana pembangunan tahunan;

4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas
perencanaan pembangunan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah
dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang
terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.



1.3.2

Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas yaitu:

1.

Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program
kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama
kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ;

Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi
kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ;
Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perhubungan Kabupaten Bayumas yang merupakan dokumen

perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyumas 2024-2026 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, Dasar hukum Penyusunan,
maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis
Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH OPD

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi,
sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugaS dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan (Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyumas) dan Isu Strategi pada Dinas Perhubungan

TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026



BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan
jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Tahun 2024-2026.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA
PENDANAAN
Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan

beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyumas

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan
mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

PENUTUP

Bab ini mengemukakan pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah. Pedoman transisi adalah
pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada
masa transisi setelah masa berlaku Renstra telah selesai,
sementara Renstra periode berikutnya belum selesai. Kaidah
Pelaksanaan adalah pedoman yang mengatur bagaimana
pelaksanaan atas Renstra perangkat daerah agar dapat berjalan

dengan baik.



BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

21 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Kabupaten Banyumas

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan membantu Bupati Banyumas dalam pelaksanaan
Perumusan Kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang
Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana serta Bidang Pengendalian
Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang
Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana serta Bidang Pengendalian
Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

c. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang
Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana serta Bidang Pengendalian
Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

d. evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Lalu
Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana serta
Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

kabupaten;



2.1.2 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Keselamatan, terdiri dari :
a. Seksi Angkutan;
b. Seksi Keselamatan .
5. Bidang Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Prasarana ;
2. Seksi Terminal.
6. Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
2. Seksi Perparkiran
UPTD; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyumas:
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2.1.4.

Uraian Tugas

Uraian Tugas dalam berdasarkan Peraturan Bupati Nomor

58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas

dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyumas dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun

2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi

serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

adalah sebagai berikut:

1. Nama Jabatan: Kepala Dinas Perhubungan

Uraian Tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

merumuskan  Rencana = Strategis Dinas Perhubungan
berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas
serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah

sebagai pedoman tugas;

mengoordinasikan penyelenggaraan program-progran yang telah
ditetapkan di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan

sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;

mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan
Dinas Perhubungan dengan melakukan pengawasan secara
berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan

rencana,;

mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas
Perhubungan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis

Dinas Perhubungan agar sasaran strategis dapat tercapai;

membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Dinas
Perhubungan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai
sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan

kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;

merumuskan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang
perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten,;
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2.

7)

8)

9)

10)

11)

menyelia melaksanakan kebijakan bidang kesekretariatan,
bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan,
bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas
Perhubungan dengan cara membandingkan antara rencana
kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan program dan rencana yang akan datang;

melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas
Perhubungan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Dinas

Perhubungan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada

peraturan perundangan yang berlaku

Nama Jabatan: Sekretaris

Uraian Tugas :

1)

2)

3)

4)

5)

menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program
kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di
Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku

agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
merumusan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Sekretariat yang meliputi:

a. perencanaan,

13



6)

7)

8)

9)

10)

o

keuangan;

kerumahtanggaan dan perlengkapan;

o o

organisasi dan tatalaksana;
kepegawaian;
hukum;

kehumasan dan keprotokolan;

5@ om0

. pelayanan administrasi;

=

kearsipan dan perpustakaan.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan
bahan pertimbangan bagi pimpinan;

mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan
dan program kerja Sekretariat yang meliputi :

a. perencanaan,

b. keuangan;

c. kerumahtanggaan dan perlengkapan;
d. organisasi dan tatalaksana;

e. kepegawaian;

f. pelayanan administrasi;

g. hukum;

h. kehumasan dan keprotokolan;

—e

kearsipan dan perpustakaan.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancara
pelaksanaan program;

melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan
program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan
dan program kerja;

memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku guna menjamin tertib administrasi;

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja
Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program
kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara

berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
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11)

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Uraian Tugas:

1)

2)

3)

4)

5)

merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan

rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan

Sub Bagian Perencanaan yang meliputi :

a. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja
(Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU
Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;

b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum
Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (KUA PPAS Perubahan);

c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD),
Laproan Realiasisi Fisik dan Kegiatan Bulanan, dokumen

Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

d. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan lain-lain. sesuai
dengan ketentuan yang berlaku melalui
tahapan analisis / kajian/ telaahan / penyusunan
rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan

pertimbangan bagi pimpinan;
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan
yang meliputi:

a. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja),
Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit
Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;

b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum
Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (KUA PPAS Perubahan)

c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD),

d. Laproan Realiasisi Fisik dan Kegiatan Bulanan, dokumen
Rencana Tindak Pengendalian (RTP);

e. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;

f. dan lain-lain. sesuai dengan rencana dan program sehingga
dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;

memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian
Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga
terwujud tertib administrasi;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan
serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah
dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan
kinerja di masa yang akan datang;

melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan
datang;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugasnya

4 Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Uraian Tugas
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan

rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian

Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub

Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian

Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku

agar terhindar dari kesalahan;

menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan

Sub Bagian Keuangan yang meliputi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)dam Rencana
Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), pergeseran anggaran
dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);

b. pengelolaan penatausahaan keuangan;

c. pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;

d. fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;

e. fasilitas Tindak Lanjut Pemeriksaan bidang Keuanga dan ain-
lain seuai dengan ketengtuan yang berlaku melalui tahapan
sejenisnya guna memerikan bahan pertimbangan bagi
pimpinan

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja

dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan

Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);

pengelolaan penatausahaan keuangan;

pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;

fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan
lain lain. sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat

tercapai target yang telah ditetapkan.
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melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan

11)
Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai.

12) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian

Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga

terwujud tertib administrasi

13) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta

tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa
yang akan datang;

melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai

) dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan
datang;

15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1)

2)

3)

4)

5)

Uraian Tugas

merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawab yang ditetapkan wuntuk memperlancar
pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib
dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi :

a. kerumahtanggan dan perlengkapan berupa perencanaan
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kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan
dan atau penggunaan dan/atau penghapusan
perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan
di lingkungan dinas;

b. pengelolaan kepegawaian berupa:

e penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi
jabatan;

e penyusunan formasi;

e pemrosesan dan pengusulan administrasi
kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, diklat, gaji,
tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain)

e ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar
hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan
disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian
Prestasi Kerja, dan lain-lain)

c. organisasi dan tatalaksana terkait Penyusunan Standar

Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan,
Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian
Kewenangan, Penghimpunan bahan evaluasi dan

penilaian Reformasi Birokrasi, dan lain-lain;

d. pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan
tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain;

e. penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan,
kearsipan dan perpustakaan.

6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bagian Umum dan
Kepegawaian yang meliputi:

a. kerumahtanggan dan perlengkapan berupa perencanaan
kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan
dan atau penggunaan dan/atau penghapusan
perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan
di lingkungan dinas;

b. pengelolaan kepegawaian berupa:

e penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi
jabatan;

e penyusunan formasi;

e pemrosesan dan pengusulan administrasi



7)

8)

9)

kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, diklat, gaji,

tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain);

e ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar
hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan
disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian
Prestasi Kerja, dan lain-lain);

c.organisasi dan tatalaksana terkait Penyusunan Standar
Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survai Kepuasan
Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan,
Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian
Kewenangan, Penghimpunan bahan evaluasi dan
penilaian Reformasi Birokrasi dan lain-lain;
d. pelayanan administrasi berupa penerapan tata naskah
dinas, persuratan dan lain-lain;
e. penyelenggaran hukum, kehumasan, keprotokolan,
kearsipan dan perpustakaan.
sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat
tercapai target yang telah ditetapkan.
melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan
yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai.
memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sehingga terwujud tertib administrasi.
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan
kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10) melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan yang akan datang;

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan tugasnya
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6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Lalu Lintas

Uraian Tugas :

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

menyusun rencana operasional Bidang Lalu Lintas berdasarkan program
kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat
berjalan efektif dan efisien.

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Lalu
Lintas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Lalu Lintas secara
berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;

merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Lalu Lintas
dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :

a. manajemen lalu lintas;
b. rekayasa lalu lintas.

mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program
kerja pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dalam pelaksanaan
kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :

a. manajemen lalu lintas;
b. rekayasa lalu lintas;

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan
program;

melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Bidang Lalu Lintas dalam penyelenggaraan kewenangan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan
dan program kerja Bidang Lalu Lintas dalam penyelenggaraan
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan

program kerja Bidang Lalu Lintas dalam pelaksanaan kewenangan sesuai
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9)

10)

11)

dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Lalu
Lintas serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan
sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan
datang;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

7. Nama Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

Uraian Tugas :

1)

2)

merencanakan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas berdasarkan rencana

operasional Bidang Lalu Lintas sebagai pedoman pelaksanaan,;

membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Lalu
Lintas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan

untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Manajemen
Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Manajemen Lalu Lintas
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi

Manajemen Lalu Lintas yang meliputi kegiatan yang meliputi :

a. penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Kabupaten;

b. pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan

Jalan (LLAJ) Kabupaten;

c. penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

d. pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan
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Jalan (LLAJ) Kabupaten;

. penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

Kabupaten;

. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan

jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;

. uji coba dan sosialiasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

untuk jaringan jalan Kabupaten;

. persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan

Kabupaten dan Desa;

i. penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);

j. peningkatan kapasitas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);

. koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin);

. pengawasan pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin);

m. fasilitasi penerbitan rekomendasi teknis atas izin mendirikan

bangunan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter;

perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

di Kabupaten;

persetujuan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan

jalan Kabupaten dan Desa;

menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi

Manajemen Lalu Lintas yang meliputi kegiatan yang meliputi :

e penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Kabupaten;

e pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

e penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan Lalu

Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

e pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

e penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

Kabupaten;

e pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan

jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
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6)

e uji coba dan sosialiasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu

lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;

e persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk

jalan Kabupaten dan Desa;

e penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin);

e peningkatan kapasitas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin);

e koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Analisis Dampak Lalu

Lintas (Andalalin);

e pengawasan pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin);

e fasilitasi penerbitan rekomendasi teknis atas izin mendirikan

bangunan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter;

e perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan

jalan di Kabupaten;

e persetujuan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk

jaringan jalan Kabupaten dan Desa;

e sesuai dengan ketentuan yang Dberlaku melalui tahapan

analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya

guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas yang

meliputi kegiatan yang meliputi :

a.

penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Kabupaten;

pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan

Jalan (LLAJ) Kabupaten,;

penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten;

penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

Kabupaten;

Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan
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7)

V.

jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;

uji coba dan sosialiasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas

untuk jaringan jalan Kabupaten;

persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan

Kabupaten dan Desa;

penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin);
peningkatan kapasitas penilai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);

koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin);

pengawasan pelaksanaan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas

(Andalalin);

. fasilitasi penerbitan rekomendasi teknis atas izin mendirikan bangunan

tempat tinggal landas dan mendarat helikopter;

perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan

di Kabupaten;

persetujuan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan

jalan Kabupaten dan Desa;
penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten;

penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu)
Daerah;

penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur
perkeretaapian Kabupaten;

penetapan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) jalan di wilayah

Kabupaten;

pengembangan dan operasional pemanfaatan Area Traffic Control

System (ATCS) atau Intellegent Transportation System (ITS);

penerbitan rekomendasi jaringan utilitas pada jaringan jalan di wilayah

Kabupaten;

penerbitan rekomendasi teknis prasarana perkeretaapian umum yang

jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;

melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan

program kerja Seksi Manajemen Lalu Lintas dalam penyelenggaraan

kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
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guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

8) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Seksi
Manajemen Lalu Lintas dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian

pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

9) memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen
Lalu Lintas yang meliputi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan

perencanaan penataan ruang daerah kabupaten;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas serta
tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Manajemen Lalu Lintas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.

8. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
Uraian Tugas:

1) merencanakan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan
rencana operasional Bidang Lalu Lintas sebagai pedoman

pelaksanaan;

2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rekayasa Lalu
Lintas sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rekayasa Lalu
Lintas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi
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Rekayasa Lalu Lintas yang meliputi kegiatan yang meliputi :

a.

b.

penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;

penyusunan kebutuhan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan
fasilitas perlengkapan jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat
Lalu - Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali
dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan

persimpangan);

. pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan

jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL),
rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman

pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);

penyusunan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas
pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api,
jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan
pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan

manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;

pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan
(jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus
BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau
fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut)

dan atau kegiatan lain yang sejenis;

pemantauan, perawatan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan
jalan (marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), Area
Traffic Control System (ATCS), ramburambu lalu lintas, alat
pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan

persimpangan);

pemantauan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung
jalan di jalan kabupaten (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta
api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat

pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan
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6)

pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan

manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;

pelaksanaan rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten. sesuai
dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan
analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan

sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas

yang meliputi kegiatan yang meliputi:

a.

b.

penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;

rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;

. penyusunan kebutuhan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan

fasilitas perlengkapan jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu
- Lintas (APILL), rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan

pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan persimpangan);

pengadaan serta pemasangan kebutuhan fasilitas perlengkapan
jalan (marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL),
rambu-rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna

jalan, papan nama jalan dan persimpangan);

. penyusunan dan penetapan rencana lokasi kebutuhan fasilitas

pendukung jalan (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api,
jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan
pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan

manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;

pengadaan dan pemasangan kebutuhan fasilitas pendukung jalan
(jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta api, jalur khusus
BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat pendaratan dan lepas
landas helikopter, tempat penyeberangan pejalan kaki dan atau
fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut)

dan atau kegiatan lain yang sejenis;

pemantauan, perawatan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan
jalan (marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), Area
Traffic Control System (ATCS), ramburambu lalu lintas, alat
pengendali dan pengaman pengguna jalan, papan nama jalan dan

persimpangan);
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h. pemantauan, perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung
jalan di jalan kabupaten (jalur khusus sepeda, jalur khusus kereta
api, jalur khusus BRT/Bus Rapid Transit, bangunan tempat
pendaratan dan lepas landas helikopter, tempat penyeberangan
pejalan kaki dan atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan

manusia usia lanjut) dan atau kegiatan lain yang sejenis;

i. pelaksanaan rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten. Sesuai
dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang

telah ditetapkan.

7) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan
dan program kerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas dalam
penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;

8) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan
Seksi Rekayasa Lalu Lintas dalam penyelenggaraan kewenangan
pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

9) memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi
Rekayasa Lalu Lintas yang meliputi kegiatan terkait dengan

penyelenggaraan perencanaan penataan ruang Daerah Kabupaten;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas serta
tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang.

11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Rekayasa Lalu Lintas sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugasnya.



9. Nama Jabatan : Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan

Uraian Tugas :

1) menyusun rencana operasional Bidang Angkutan dan Keselamatan

3)

7)

berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan

dapat berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang
Angkutan dan Keselamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Angkutan dan
Keselamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Angkutan dan
Keselamatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang

meliputi :
a. angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;

b. keselamatan lalu lintas. sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan
program kerja pelaksanaan tugas Bidang Angkutan dan Keselamatan

dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah yang meliputi:
a. angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;

b. keselamatan lalu lintas. sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

kelancaran pelaksanaan program;

melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan
dan program kerja Bidang Angkutan dan Keselamatan dalam
penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;

melaksanakansupervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan
dan program kerja Bidang Angkutan dan Keselamatan dalam

penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah sesuai dengan
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9)

10)

ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;

memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan
dan program kerja Bidang Angkutan dan Keselamatan dalam
pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

menjamin tertib administrasi;

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang
Angkutan dan Keselamatan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan
cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas
yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang;

11) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai

12)

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan

Uraian Tugas :

1)

4)

S)

merencanakan kegiatan Seksi Seksi Angkutan berdasarkan rencana
operasional Bidang Angkutan dan Keselamatan sebagai pedoman

pelaksanaan;

membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Angkutan sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk

memperlancar pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Angkutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar

pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Angkutan sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi

Angkutan yang meliputi kegiatan yang meliputi:

a. pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk

jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu)
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Kabupaten;

penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan
perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah/Kota dalam 1

(satu) Daerah;

penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu)

Daerabh;

pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan

dalam 1 (satu) Daerah;

pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam 1 (satu)

Daerabh;

sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum

jaringan trayek perdesaan dalam 1(satu) Daerah;

penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan
taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1

(satu) Daerah;

sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah
operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan

perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) Daerah;

fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan
Kabupaten dalam system pelayanan perizinan berusaha teritegrasi

secara elektronik;

koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peaksanaan rekomendasi
teknis penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan

Kabupaten;

penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu)

Daerah;

. analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan

dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;

penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi untuk angkutan

orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan
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perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;

pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan

perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;

penerbitan rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan angkutan
sungai dan penyeberangan sesuai domisili orang perseorangan

Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;

fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis
usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan sesuai
domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan
Usaha kewenangan kabupaten dalam system pelayanan perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik;

koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan rekomendasi
teknis usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan
sesuai domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau

Badan Usaha kewenangan Kabupaten;
pengawasan teknologi angkutan;

penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah

Kabupaten;

Penerbitan rekomendasi pembaruan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) plat kuning 5 tahunan sesuai dengan domisili
orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan

Usaha atau dalam 1 (satu) Daerah;

penerbitan rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan angkutan
barang umum dan penumpang umum sesuai dengan domisili orang
perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan Usaha atau

dalam 1 (satu) Daerah;

w.penerbitan rekomendasi teknis masuk kota untuk angkutan barang;

X.

penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah

Kabupaten;

sesuai dengan ketentuan yang Dberlaku melalui tahapan
analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya

guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
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6)

mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan yang meliputi

kegiatan yang meliputi :

a.

pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk
jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu)

Kabupaten;

penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan
perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah dalam 1 (satu)

Daerabh;

penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu)

Daerabh;

pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan

dalam 1 (satu) Daerah;

pengendalian pelaksanaan rencana wumum jaringan trayek

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam 1 (satu)

Daerabh;

sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum

jaringan trayek perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;

penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan
taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1

(satu) Daerah;

sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah
operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan

perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 (satu) Daerah;

fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis
penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan
Kabupaten dalam system pelayanan perizinan berusaha teritegrasi

secara elektronik;

koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peaksanaan rekomendasi
teknis penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan

kabupaten;

penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani
trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu)

Daerah;
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m. analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan

dan perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;

penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan

perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;

pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi untuk angkutan
orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan

perdesaan dalam 1 (satu) Daerah;

penerbitan rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan angkutan
sungai dan penyeberangan sesuai domisili orang perseorangan

Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;

fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis
usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan sesuai
domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan
kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik;

koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan rekomendasi
teknis usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan
sesuai domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau

Badan Usaha kewenangan Kabupaten;
pengawasan teknologi angkutan;

penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah

Kabupaten;

Penerbitan rekomendasi pembaruan Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) plat kuning 5 tahunan sesuai dengan domisili
orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Badan

Usaha atau dalam 1 (satu) Daerah;

penerbitan rekomendasi rekomendasi teknis usaha penyelenggaraan
angkutan barang umum dan penumpang umum sesuai dengan
domisili orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) atau

Badan Usaha atau dalam 1 (satu) Daerah;
. penerbitan rekomendasi teknis masuk kota untuk angkutan barang;

penetapan jaringan lintas angkutan barang dalam wilayah

Kabupaten; sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat
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tercapai target yang telah ditetapkan.

7) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan
dan program kerja Seksi Angkutan dalam penyelenggaraan kewenangan
pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

8) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan
Seksi Angkutan dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin

kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

9) memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi
Angkutan yang meliputi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan

perencanaan penataan ruang daerah Kabupaten,;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan serta tugas di
lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Angkutan sesuai dengan tugas
yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugasnya.

11. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan
Uraian Tugas :

1) merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan berdasarkan rencana
operasional Bidang Angkutan dan Keselamatan sebagai pedoman

pelaksanaan;

2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Keselamatan
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk

memperlancar pelaksanaan tugas;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Keselamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan

agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Keselamatan sesuai

dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari



kesalahan;

5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi

Seksi Keselamatan yang meliputi kegiatan yang meliputi :

a.

penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan

bermotor;

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengujian kendaraan

berkala kendaraan bermotor;

penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
sosialisasi Standar Operasional pengujian berkala kendaraan
bermotor;

identifikasi dan analisis pengujian berkala kendaraan bermotor;
penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala

kendaraan bermotor;

pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan unit pelaksana uji

berkala kendaraan bermotor;

pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan pemenuhan
persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan

bermotor Kabupaten,;

pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMKAU);

fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis
usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal dalam

sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

pengembangan, akreditasi dan spesifikasi pengujian kendaraan

bermotor yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta;
rekomendasi teknis usaha bengkel umum kendaraan bermotor;

pengelolaan sistem informasi manajemen keselamatan Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ);
sosialisasi keselamatan berlalu lintas;

pengelolaan taman edukasi keselamatan lalu lintas;
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pengawasan teknik konstruksi dan kelengkapan kendaraan tidak

bermotor;

pengawasan dan pengendalian perbengkelan dan kendaraan tidak

bermotor;

pemberian rekomendasi teknis penyelenggaran sekolah/ kursus/

pendidikan dan pelatihan pengemudi;

penilaian kondisi teknis kendaraan dinas yang akan dilakukan

penghapusan aset;

. penilaian kondisi laik jalan kendaraan dinas operasional selain

Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU);

pengawasan data muatan (manifest) dan penumpang (passanger

list) di kapal/perahu,;

. pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda

pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan

kapal untuk kapal dibawah GT 7.

12. Nama Jabatan : Kepala Bidang Prasarana

Uraian Tugas :

1) menyusun rencana operasional Bidang Prasarana berdasarkan program

2)

3)

kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Prasarana
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Prasarana secara berkala
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S)

6)

10)

11)

sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target

kinerja yang diharapkan;

merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Prasarana dalam

pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah yang meliputi :
a. pengembangan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas;

b. terminal; sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan

bahan pertimbangan bagi pimpinan;

mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program
kerja pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dalam pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah terkait dengan :
a. pengembangan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas;
b. terminal;

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan

program;

melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Bidang Prasarana dalam penyelenggaraan kewenangan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin

kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

melaksanakansupervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Bidang Prasarana dalam penyelenggaraan kewenangan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin

kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Bidang Prasarana dalam pelaksanaan kewenangan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Prasarana
serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara
rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai

bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
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dengan tugas dan fungsinya.

13. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana

Uraian Tugas :

1) merencanakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana

berdasarkan rencana operasional Bidang Prasarana sebagai pedoman

pelaksanaan;

2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan

Pemeliharaan Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab

yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi

Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana sesuai dengan tugas dan

tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan dan

Pemeliharaan Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang

berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi

Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana yang meliputi kegiatan yang

meliputi :

a.

pembangunan prasarana jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest
area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang, halte)

di jalan Kabupaten;

rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan (Alat Penerangan
Jalan (APJ), rest area/anjungan pelayanan jalan, terminal

angkutan barang);

penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja
(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan

danau dan sungai;

fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan sungai dan penyeberangan,;
pembangunan pelabuhan sungai dan penyeberangan;

fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis
pelabuhan sungai dan penyeberangan yang melayani trayek dalam

1 (satu) daerah kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan
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6)

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

g. perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada

jaringan jalur kereta api Kabupaten;

h. pendataan prasarana jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest

area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang, halte);

i. penyelenggaraan pemberian rekomendasi pemasangan Alat
Penerangan Jalan (APJ) yang pemeliharaannya didanai masyarakat

atau dunia usaha;

j. pemberian rekomendasi pembayaran tagihan rekening listrik Alat
Penerangan Jalan (APJ) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL);

k. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang menyangkut
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Alat

Penerangan Jalan (APJ);
l. pengelolaan workshop pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ);
m. penyelenggaraan meterisasi Alat Penerangan Jalan (APJ);

n. pembinaan serta fasilitasi meterisasi Alat Penerangan Jalan (APJ)

yang dikelola oleh swasta/masyarakat;

o. pelatihan teknis kepada masyarakat untuk penanganan gangguan
ringan Alat Penerangan Jalan (APJ); sesuai dengan ketentuan yang
berlaku melalui tahapan analisis/kajian/telaahan/penyusunan
rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan
pertimbangan bagi pimpinan;

mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan

Pemeliharaan Prasarana yang meliputi kegiatan yang meliputi :

a. pembangunan prasarana jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest
area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang, halte)

di jalan Kabupaten;

b. rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan (Alat Penerangan

Jalan (APJ), rest area/anjungan pelayanan jalan, terminal
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angkutan barang);

penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja
(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan

danau dan sungai;

fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan

pengoperasian pelabuhan sungai dan penyeberangan;
pembangunan pelabuhan sungai dan penyeberangan;

fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan rekomendasi teknis
pelabuhan sungai dan penyeberangan yang melayani trayek dalam
1 (satu) daerah kewenangan Kabupaten dalam sistem pelayanan

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

perumusan kebijakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada

jaringan jalur kereta api Kabupaten;

pendataan prasarana jalan Alat Penerangan Jalan (APJ), rest

area/anjungan pelayanan jalan, terminal angkutan barang, halte;

penyelenggaraan pemberian rekomendasi pemasangan Alat
Penerangan Jalan (APJ) yang pemeliharaannya didanai masyarakat

atau dunia usaha;

pemberian rekomendasi pembayaran tagihan rekening listrik Alat
Penerangan Jalan (APJ) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL);

fasilitasi  penyelesaian  permasalahan yang menyangkut
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan Alat

Penerangan Jalan (APJ);
pengelolaan workshop pengembangan Alat Penerangan Jalan (APJ);
. penyelenggaraan meterisasi Alat Penerangan Jalan (APJ);

pembinaan serta fasilitasi meterisasi Alat Penerangan Jalan (APJ)

yang dikelola oleh swasta/masyarakat;

pelatihan teknis kepada masyarakat untuk penanganan gangguan
ringan Alat Penerangan Jalan (APJ); sesuai dengan rencana dan

program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

7) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan
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dan program kerja Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana
dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;

8) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan
Seksi Pengembangan dan  Pemeliharaan Prasarana dalam
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;

9) memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana yang meliputi kegiatan
terkait dengan penyelenggaraan perencanaan penataan ruang daerah

kabupaten;

10

~

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan
Pemeliharaan Prasarana serta tugas di lingkungannya dengan cara
membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan

kinerja di masa yang akan datang;

11

~

melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pengembangan dan
Pemeliharaan Prasarana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana

kegiatan yang akan datang;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugasnya.

13. Nama Jabatan : Kepala Seksi Terminal
Uraian Tugas :

1) merencanakan kegiatan Seksi Terminal berdasarkan rencana operasional

Bidang Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan;

2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Terminal sesuai dengan
tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar

pelaksanaan tugas;

3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Terminal

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan



berjalan tertib dan lancar;

4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Terminal sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Terminal

yang meliputi kegiatan yang meliputi :

a.

b.

pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;

penyusunan rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
pembangunan gedung Terminal Penumpang Tipe C;
pengembangan sarana dan prasarana Terminal Penumpang Tipe C;

rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C (fasilitas

utama dan pendukung);

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Terminal

Penumpang Tipe C;

penetapan target dan tarif/besaran retribusi operasional Terminal

Penumpang Tipe C;
penetapan kebutuhan sarana dan parasana Terminal Penumpang Tipe C;

penetapan rencana dan kerjasama pemanfaatan lokasi Terminal

Penumpang Tipe C,

pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Terminal Penumpang
Tipe C; sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan
analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna

memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Terminal yang meliputi

kegiatan yang meliputi :

a.

b.

pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;

penyusunan rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
pembangunan gedung Terminal Penumpang Tipe C;
pengembangan sarana dan prasarana Terminal Penumpang Tipe C;

rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C (fasilitas
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utama dan pendukung);

f. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Terminal

Penumpang Tipe C;

g. penetapan target dan tarif/besaran retribusi operasional Terminal
Penumpang Tipe C; h. penetapan kebutuhan sarana dan parasana

Terminal Penumpang Tipe C;

h. penetapan rencana dan kerjasama pemanfaatan lokasi Terminal

Penumpang Tipe C,

i. pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan terminal; sesuai
dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah

ditetapkan.

7) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan
program Kkerja Seksi Terminal dalam penyelenggaraan kewenangan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin

kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

8) melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Seksi
Terminal dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;

9) memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi Terminal
yang meliputi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan

penataan ruang daerah kabupaten;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Terminal serta tugas di
lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Terminal sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan

rencana kegiatan yang akan datang;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.
Nama Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran

Uraian Tugas :
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1)

2)

3)

4)

5)

menyusun rencana operasional Bidang Pengendalian Operasional dan
Perparkiran berdasarkan program kerja Dinas Perhubungan serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat

berjalan efektif dan efisien;

memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang
Pengendalian Operasional dan Perparkiran sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pengendalian Operasional
dan Perparkiran secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pengendalian
Operasional dan Perparkiran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah

daerah yang meliputi :
a. pengendalian operasional lalu lintas;

b. perparkiran; sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan

bahan pertimbangan bagi pimpinan;

6) mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program

kerja pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran

dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi :
a. pengendalian operasional lalu lintas;

b. perparkiran; sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran

pelaksanaan program;

7) melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan

program kerja Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran dalam
penyelenggaraan kewenangan pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;
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15.

9)

melaksanakansupervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran dalam
penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;

memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran dalam
pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

menjamin tertib administrasi;

10) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang

Pengendalian Operasional dan Perparkiran serta pelaksanaan tugas
bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

11) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai

dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Operasional

Uraian Tugas :

1)

2)

3)

merencanakan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional berdasarkan
rencana operasional Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran

sebagai pedoman pelaksanaan;

membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian
Operasional sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang

diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
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4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian

Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar

terhindar dari kesalahan;

5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi

Pengendalian Operasional yang meliputi kegiatan yang meliputi :

a.

pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan

untuk jalan Kabupaten;

pemeriksaan dan/atau penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas

dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
pengamanan dan pengaturan lalu lintas;

pengendalian dan penertiban kegiatan masyarakat yang menimbulkan

gangguan terhadap fungsi ruang lalu lintas;

pengendalian lalu lintas dalam rangka pemanduan jalan bagi pejabat

negara/pemerintah;

penertiban tempat pemberangkatan dan pemberhentian angkutan

umum di luar terminal;
penertiban tatacara pemuatan kendaraan barang;

pemindahan (derek) kendaraan bermotor;

penertiban pelanggaran parkir di Ruang Milik Jalan (Rumija); sesuai
dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan
analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya

guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional yang

meliputi kegiatan yang meliputi :

a.

pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan

untuk jalan kabupaten;

pemeriksaan dan/atau penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas

dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

pengamanan dan pengaturan lalu lintas;
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16.

7)

8)

9)

10)

11)

12)

d. pengendalian dan penertiban kegiatan masyarakat yang menimbulkan

gangguan terhadap fungsi ruang lalu lintas;

e. pengendalian lalu lintas dalam rangka pemanduan jalan bagi pejabat

negara/pemerintah;

f. penertiban tempat pemberangkatan dan pemberhentian angkutan

umumdi luar terminal;
g. penertiban tatacara pemuatan kendaraan barang;
h. pemindahan (derek) kendaraan bermotor;

i. penertiban pelanggaran parkir di Ruang Milik Jalan (Rumija); sesuai
dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah

ditetapkan.

melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Seksi Pengendalian Operasional dalam penyelenggaraan
kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengendalian Operasional dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian

pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengendalian Operasional yang meliputi kegiatan terkait dengan

penyelenggaraan perencanaan penataan ruang Daerah Kabupaten;

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional serta
tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pengendalian Operasional sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Perparkiran

Uraian Tugas :
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1)

2)

3)

4)

S)

6)

merencanakan kegiatan Seksi Perparkiran berdasarkan rencana
operasional Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran sebagai

pedoman pelaksanaan;

membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Perparkiran sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk

memperlancar pelaksanaan tugas;

membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perparkiran
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan

berjalan tertib dan lancar;

memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perparkiran sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari

kesalahan;

menyusun rumusan Kkebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi

Perparkiran yang meliputi kegiatan yang meliputi :
a. penetapan tarif/besaran retribusi parkir;

b. pemungutan retribusi parkir di Ruang Milik Jalan (Rumija) dan tempat

khusus parkir;
c. pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan perparkiran;
d. penetapan zona parkir;
e. penetapan rencana kerjasama pengelolaan perparkiran;

f. pembuatan dan pemutusan perjanjian kerjasama pemungutan retribusi

parkir;
g. pengendalian penyelenggaraan fasilitas parkir;
h. pembinaan pengelola dan juru parkir;

i.  pelaksanaan penagihan keterlambatan dan tunggakan retribusi parkir.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan
analisis/kajian/telaahan/penyusunan rekomendasi dan sejenisnya

guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Perparkiran yang meliputi

kegiatan yang meliputi :
a. penetapan tarif/besaran retribusi parkir;

b. pemungutan retribusi parkir di Ruang Milik Jalan (Rumija) dan tempat
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7)

8)

9)

khusus parkir;
c. pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan perparkiran;
d. penetapan zona parkir;
e. penetapan rencana kerjasama pengelolaan perparkiran;

f.  pembuatan dan pemutusan perjanjian kerjasama pemungutan

retribusi parkir;

g. pengendalian penyelenggaraan fasilitas parkir; h. pembinaan pengelola

dan juru parkir;

i.  pelaksanaan penagihan keterlambatan dan tunggakan retribusi parkir.
sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target

yang telah ditetapkan;

melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan
program kerja Seksi Perparkiran dalam penyelenggaraan kewenangan
pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin

kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan Seksi
Perparkiran dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan

kebijakan dan program kerja;

memverifikasi pengadministrasian pelaksanaan kegiatan Seksi Perparkiran
yang meliputi kegiatan terkait dengan penyelenggaraan perencanaan

penataan ruang Daerah Kabupaten;

10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perparkiran serta tugas di

lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional
dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan

kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Perparkiran sesuai dengan tugas

yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.
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2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
2.2.1 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang
yang diemban Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas didukung oleh
sejumlah pegawai yang tertanggal 1 Januari 2023 tercatat sebanyak 223
pegawai terbagi dalam pegawai tetap (PNS) 77 orang yang terdiri dari 17
orang pejabat struktural, 4 orang fungsional tertentu dan 60 orang staf, 1
orang PTT dan 145 orang PHL. Gambaran distribusi jumlah pegawai

dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan

Tingkat Pendidikan

No. | Tingkat Pendidikan J';nl;:h Jg’;;;h J';,?Tlah J‘;,Tllfh J,:.Igl,:‘:f
1. |Pasca Sarjana (S 2) ) - - - S
2. |[Sarjana (S 1) 13 1 - 20 30
3. |Diploma ( D4 ) 2 1 - 7 9
4. |Sarjana Muda ( D3) 16 10 - 8 24
5. |Diploma (D2) 6 3 - S 11
6. |SLTA 23 - - 104 127
7. |SLTP 9 - - 3 12
8. |SD 3 1 1 5

JUMLAH 77 15 1 148 223
Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Jumlah
No. Jenis Kelamin B SR PrT o Total
1. Laki — laki 61 8 1 123 181
2. Perempuan 16 7 - 25 31
Jumlah 77 15 1 148 223
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan Tingkat Eselon
No. Tingkat Eselon Jumlah
1. II. B 1
2. III. A 1
3. III. B 3
4. IV. A 10
S. IV.B 2
Jumlah 17
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Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan

Golongan/Ruang
Gol/Ruang PNS CPNS TOTAL
Iv/d 0 - 0
IV/c 0 - 0
IV/b 1 - 1
IV/a 4 - 4
11/d 9 - 9
II/c 4 - 2
/b 8 - 15
1I/a 3 2 4
1/d 17 - 7
I/c 15 10 21
/b 9 3 0
I/a 0 - 8
1/d 7 - 0
I/c 0 - 7
I/b 0 - 0
Total 77 15 80

2.2.2 Sarana dan Prasarana
Aset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta

barang perlengkapan lainnya, seperti tersebut pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Aset yang dimiliki Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyumas

No. Jenis aset Jumlah
1. | Tanah 111.478.174.698
2. | Mobil Tangga 774.549.270
3. | Compressor 16.050.000
4. | Portable Genset 5.940.000
5. | Pompa Air 28.004.000
6. | Mesin Aplikator Marka 49.335.000
7. | Station Wagon 738.127.134
8. | Mobil 263.780.000
9. | Pick Up 739.297.130
10. | Double Cabin 145.000.000
11. | Light Truck 73.000.000




No. Jenis aset Jumlah
12. | Sepeda/Sepeda Motor/Roda 3 508.045.134
13. | Gerobak/Becak 62.875.000
14. | Dongkrak 2.250.000
15. | GPS 26.910.000
16. | AC 49.800.000
17. | Lemari/ Lemari Arsip 54.513.600
18. | Rak 20.092.100
19. | Filling Cabinet 46.813.334
20. | Televisi 93.381.500
21. | Mesin Ketik 19.160.000
22. | Komputer 190.754.300
23. | Gedung dan Bangunan 87.183.611.351
24. | Jalan ,Irigasi dan Jaringan 7.238.313.553
25. | Aset tetap lainnya 461.699.800
Jumlah 210.269.476.904

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

a. Pelayanan pemenuhan Sarana dan prasarana perlengkapan jalan
Dalam pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana/ Fasilitas jaringan

pelayanan jalan ini meliputi rambu-rambu, marka jalan, pemberi isyarat lalu

lintas dan fasilitas pendukung lainnya. Fasilitas tersebut sangat berpengaruh

dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam berlalulintas di

Kabupaten Banyumas, fasilitas kelengkapan pelayanan jalan yang

perkembangannya dari tahun 2017-2022 ditunjukkan tabel berikut:

Tabel 2.6

Jumlah Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Kabupaten Banyumas Tahun 2017-2022

5 | G dhe rerererm Capaian Kinerja Setiap Tahun
lalu lintas (unit) : 2017 2018 2019 2020 2021 | 2022
1 [Terminal 3 3 3 3 3 3
2 |[Halte 28 53 56 - 76 76
3 |Alat Penerangan Jalan
(APJ) NA 19.047 |19.847 | 20.716 | 21.273 | 22.572
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Capaian Kinerja Setiap Tahun

No | Sarana dan prasarana lalu
lintas (unit) : 2017 2018 2019 2020 2021 2022
4 |[Rambu Lalu lintas (Unit) 4.766 5.166 5.700 5.899 6.263 6.365
S [Rambu Pendahulu Petunjuk 441 446 447 497 502 -
Jalan (RPPJ) (Unit)
6 |Alat Pemberi Isyarat lalu 61 62 64 65 65 67
Lintas (APILL) (Unit)
Warning lamp (Unit) 155 166 189 190 223 -
Marka Jalan (m2) 38.932 |45.868 |47.662 | 48.862 |51.821 | 52.098

Jumlah sarana prasarana perhubungan terus bertambah namun

demikian jumlahnya masih belum memenuhi

prasarana perhubungan di lapangan.

kebutuhan riil sarana

Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan

masyarakat perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang

belum dilengkapi

dengan peralatan keselamatan perlintasan sebidang

dilakukan pengelolaan oleh Dinas Perhubungan. Dari 19 perlintasan sebidang

yang ada di Kabupaten Banyumas , 16 perlintasan dalam kondisi baik , 3

perlintasan sebidang belum berpalang pintu

No
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Tabel 2.7
Kondisi Perlintasan Sebidang Kabupaten Banyumas
Tahun 2022
Desa/kelurahan Kecamatan Status Jalan Status Palang Pintu
Penjagaan & Pos Jaga
Pasir Muncang Purwokerto Nasional PT.KAI Ada
Barat
Kaliwangi Rawalo Nasional PT.KAI Ada
Keradenan Sumpiuh Nasional PT.KAI Ada
Karangtengah Cilongok Kabupaten PT.KAI Ada
Karanglo Cilongok Kabupaten PT.KAI Ada
Karanggandul Karanglewas Kabupaten PT.KAI Ada
Kedunglemah Kedungbanteng Kabupaten PT.KAI Ada
Notog Patikraja Kabupaten PT.KAI Ada
Gambarsari A Kebasen Kabupaten PT.KAI Ada
Gambarsari B Kebasen Kabupaten PT.KAI Ada
Sawangan Kebasen Kabupaten Penjagaan Ada
dari Pemkab
Karanglo Kemranjen Kabupaten Tidak ada Tidak ada
Sibalung Kemranjen Kabupaten PT.KAI Ada
Pandak Sumpiuh Kabupaten Tidak ada Tidak ada
Kuntili Sumpiuh Kabupaten Tidak ada Tidak ada
Sumpiuh Sumpiuh Kabupaten PT.KAI Ada
Karangpucung Tambak Kabupaten PT.KAI Ada
Pesantren Tambak Kabupaten Penjagaan Ada
dari Pemkab
Buniayu Tambak Kabupaten PT.KAI Ada
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b. Pelayanan Transportasi umum

Penyediaan angkutan umum merupakan salah satu merupakan salah
satu kewenangan kabupaten/kota dalam sub urusan lalu lintas dan angkutan
jalan. Sebagai dasar penyelenggaraan penyediaan angkutan, Pemerintah
Kabupaten Banyumas menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota.

Sampai dengan tahun 2022 wilayah di Kabupaten Banyumas masih
terdapat wilayah yang belum dilayani trayek angkutan. Wilayah tersebut
adalah Kecamatan Tambak, Kecamatan Sumpiuh, Kecamatan Kemranjen,

Kecamatan Somagede dan Kecamatan Kalibagor.

Untuk meningkatkan pelayanan transportasi dan meningkatkan
konektivitas wilayah, Dinas Perhubungan akan mengembangkan angkutan
sungai dan angkutan massal perkotaan melalui program Buy The Service
(BTS). Program Buy The Service (Pembelian Layanan) untuk angkutan massal
perkotaan dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan
kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan
minimal atau quality licensing bekerjasama dengan Kementrian Perhubungan.
Program BTS dilatarbelakangi permasalahan kemacetan serta tidak tertatanya
system transportasi public yang baik sehingga menyebabkan pemborosan,
permasalahan lingkungan kerugian ekonomi hingga kecelakaan lalu lintas. Di
sisi lain angkutan massal perkotaan merupakan public goods sehingga
pemerintah menjadi penanggung risiko dalam penyediaannya. Jalur BRT yang
dikembangkan meliputi: 1) Pasar Pon — Ajibarang . 2) Terminal Notog Patikraja
— Baturaden , dan 3) Terminal Bulupitu - Terminal Kebondalem. Jalur
Terminal Bulupitu — Terminal Kebondalem diintegrasikan dengan Trans
Jateng Koridor Purwokerto — Purbalingga. Operasional BTS dilaksanakan oleh

pihak ketiga yang dipilih melalui mekanisme lelang.

Selain kewenangan penyediaan angkutan, pemerintah Kabupaten/kota
juga memiliki kewenangan dalam penetapan rencana umum jaringan trayek
perkotaan dan perdesaan , penetapan wilayah operasi angkutan orang dalam
Kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah
kabupaten/kota serta penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan

kawasan tertentu.
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Tabel 2.8
Jumlah Angkutan Umum dan Trayek di Kabupaten Banyumas
Tahun 2018 - 2022

Tahun

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah trayek angkutan umum (unit)

1 AKDP (Antar Kota 566 582 447 447 408
Dalam Propinsi)

2  AKAP (Antar Kota 70 96 39 39 58
Antar Propinsi)

3  AJDP (Antar Jemput 90 85 28 28 28
Dalam Propinsi)

4  AJAP (Antar Jemput 16 16 16 16 17
Antar Propinsi)

5  Angkutan Kota 332 332 332 328 667

6 Angkutan Desa 486 888 621 839 328

7  Taksi 170 170 160 155 160

8 Jumlah Angkutan 104 118 123 120 49

Dalam pelayanan trasportasi jumlah penumpang angkutan umum, baik
Bus AKAP, Bus AKDP, Mikrobus, maupun Angkota/angkudes semakin
menurun dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan banyaknya pilihan jenis
transportasi, semakin meningkatnya infrastruktur jalan, dan kemudahan
kepemilikan kendaraan. Peningkatan daya beli masyarakat menjadikan
tuntutan peningkatan pelayanan dan kenyamanan angkutan transportasi,
sementara beberapa angkutan umum tidak mampu memberikan pelayanan
yang baik bagi penggunannya. Hal ini terlihat dari penurunan trayek Bus
AKAP, Bus AKDP, dan Mikrobus yang terus mengalami penurunan.
Sementara itu trayek AJDP (Antar Jemput Dalam Provinsi) mengalami
peningkatan. Sementara itu fenomena perkembangan transportasi online
perlu diantisipasi pemerintah Kabupaten Banyumas agar tidak menimbulkan
gejolak di masyarakat seperti yang terjadi di daerah lain.

Dalam pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ,angkutan umum
yang melakukan uji KIR di Kabupaten Banyumas mengalami perubahan
kenaikan jumlah untuk jenis mobil penumpang umum, bus, mobil barang,
maupun mobil gandengan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

ini:
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Tabel 2.9
Jumlah Kendaraan wajib Uji dan Jumlah UJI KIR di Kabupaten
Banyumas Tahun 2018 - 2022

Tahun
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah Kendaraan 13.019 11.626 15.585 15.719 16.581
Wajib Uji
2 Jumlah Uji KIR angkutan umum:
Mobil penumpang 233 217 43 38 119
umum
Mobil Bus 2.955 2.533 1.601 1518 1900
Mobil Barang 21.183 18.610 12.114 13.764 10.045
Mobil Gandengan 158 103 41 28 69

Untuk mendukung penyelenggaraan angkutan sungai dilaksanakan
pembangunan dermaga/halte Sungai Serayu. Penyelenggaraan angkutan
sungai merupakan upaya pemanfaatan potensi Sungai Serayu sebagai jalur
transportasi dan hibah pemerintah untuk pengembangan angkutan sungai.
Pengembangan angkutan sungai didasarkan pada kajian Penyusunan SID
Pengembangan Prasarana di Sungai Serayu Kabupaten Banyumas Provinsi
Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Kementrian Perhubungan. Berdasarkan
kajian tersebut direncanakan prasarana berupa 1 (satu) Pelabuhan dan 6
(enam) halte sungai untuk pengembangan angkutan Sungai Serayu. Selain
untuk memberikan alternatif moda transportasi, angkutan sungai menjadi
dukungan bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas.

Sampai dengan Tahun 2022 telah dibangun 2 (dua) halte Sungai Serayu
yaitu di Desa Tambaknegara Kecamatan Rawalo dan Desa Papringan
Kecamatan Banyumas. Selanjutnya sebagai bentuk sinergi hibah
pembangunan dermaga Sungai Serayu untuk pengembangan angkutan
sungai , Pemerintah Kabupaten Banyumas juga akan membangun dermaga
sungai di lokasi lainnya sesuai dengan hasil kajian dimaksud dengan

angggaran APBD.
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Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Tahun 2021
No Nama OPD Nama Program Tahun 2021
Pagu (Rp) Rencana Rencana Realisasi Realisasi Rencana  Realisasi
keuangan (Rp) Keuangan Keuangan (Rp) Keuangan  Fisik (%) Fisik (%)
(%) (%)
1  Dinas Program 12,603,396,209 12,603,396,209 100 12,362,024,239 97,91 99,76 99,83
Perhubungan penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
2  Dinas Program 12,163,627,031 12,163,627,031 100 11,508,305,842 94,68 99,95 100
Perhubungan Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
3 Dinas Program 75,000,000 75,000,000 100 73,458,000 97,94 100 100
Perhubungan Pengelolaan
Pelayaran
4 | UPTD Program 667,942,900 667,942,900 100 637,469,481 95,43 99,71 100
Pengujian penunjang Urusan
Kendaraan Pemerintahan
Bermotor Daerah
Kabupaten/Kota
5 UPTD Program 466,907,947 466,907,937 99,94 425,570,303 91,1 99,97 99,94
Pengelola penunjang Urusan
Sarana dan Pemerintahan
Prasarana Daerah

Perhubungan Kabupaten/Kota



Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Tahun 2022
No Nama OPD Nama Program Tahun 2022
Pagu (Rp) Rencana Rencana Realisasi Realisasi Rencana  Realisasi
keuangan (Rp) Keuangan Keuangan (Rp) Keuangan  Fisik (%) Fisik (%)
(%) (%)
1 Dinas Program penunjang 13,134,480,657 13,134,480,657 100 12,716,643,854 96,7 99,9 99,86
Perhubungan Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 Dinas Program 9,980,173,400 9,980,173,400 100 9,239,606,920 92,66 100 100
Perhubungan Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
3 Dinas Program 1,199,400,000 1,199,400,000 100 1,175,737,551 98,02 100 99,21
Perhubungan Pengelolaan
Pelayaran
4 UPTD Program penunjang 796,500,400 796,500,400 100 760,930,281 95,48 100 99,92
Pengujian Urusan
Kendaraan Pemerintahan
Bermotor Daerah
Kabupaten/Kota
5 UPTD Program penunjang 1,388,329,000 1,388,329,000 100 1,362,489,488 98,08 99,82 99,86
Pengelola Urusan
Sarana dan Pemerintahan
Prasarana Daerah

Perhubungan Kabupaten/Kota



Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran dan pendanaan Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyumas berdasarkan Permendagri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan
Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program kegiatan Dinas
Perhubungan pada tahun 2021 -2022 adalah sebanyak 3 (tiga) program.

Pada tahun 2022 terdapat kenaikan anggaran belanja. Hal ini terlihat
pada jumlah total pada tahun 2021 sebesar Rp. 25.976.874.087,- Sedangkan
pada tahun 2022 sebesar Rp. 26.498.883.457,- terdapat tambahan anggaran
sebesar Rp.522.036.370,- atau sebesar 26%. Hal itu menunjukkan adanya
komitmen pemerintah kabupaten Banyumas, dalam pemenuhan

ketersediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan.

24 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyumas

Kebijakan keselamatan transportasi dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah nasional tahun 2024-2026 difokuskan pada keselamatan
lalu lintas jalan mengingat tingginya jumlah korban meninggal akibat
kecelakaan lalu lintas. Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan
jalan diarahkan melalui pelaksanaan terpadu lima pilar keselamatan jalan
yang meliputi manajemen keselamatan jalan, jalan yang berkeselamatan ,
kendaraan yang berkeselamatan, perilaku pengguna jalan yang
berkeselamatan dan penanganan pra dan pasca kecelakaan lalu lintas.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan menjalankan tupoksi, Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyumas memiliki kelompok sasaran layanan yang

dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.12
Jenis Kelompok dan Sasaran layanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

2

3

No Bidang Jenis Pelayanan Kelompok Sasaran
Bidang Lalu Pelayanan . Menyusun rumusan kebijakan teknis
Lintas Penyediaan rencana induk jaringan LLAJ di Kabupaten
fasilitas Banyumas
perlengkapan . pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan
jalan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam
prasarana lalu rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas
lintas . penyusunan kebutuhan dan penetapan
rencana lokasi kebutuhan fasilitas
perlengkapan jalan (marka Jalan, Alat
Pemberi Isyarat Lalu - Lintas (APILL), rambu-
rambu lalu lintas, alat pengendali dan
pengaman pengguna jalan, papan nama
jalan dan persimpangan)
Bidang Pelayanan . menyusun rumusan kebijakan teknis terkait
Angkutan dan = Bidang Angkutan pengendalian dan pengawasan ketersediaan
Keselamatan dan Keselamatan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu)
Kabupaten
. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan
rekomendasi teknis penyelenggaraan
angkutan orang dalam trayek kewenangan
Kabupaten dalam system pelayanan
perizinan berusaha teritegrasi secara
elektronik
. penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala
kendaraan bermotor. sosialisasi Standar
Operasional pengujian berkala kendaraan
bermotor, identifikasi dan analisis pengujian
berkala kendaraan bermotor, penetapan tarif
retribusi pengujian berkala kendaraan
bermotor
Bidang Pelayanan . menyusun rumusan kebijakan teknis terkait
Prasarana pengembangan pembangunan prasarana jalan (Alat
dan Penerangan Jalan (APJ), rest area/anjungan
pemeliharaan pelayanan jalan, terminal angkutan barang,
prasarana lalu halte) di jalan Kabupaten
lintas dan . rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana
terminal jalan (Alat Penerangan Jalan (APJ), rest

area/anjungan pelayanan jalan, terminal
angkutan barang)

. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C,

penyusunan rencana pembangunan
Terminal Penumpang Tipe C, pembangunan
gedung Terminal Penumpang Tipe C,
rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal
Penumpang Tipe C (fasilitas utama dan
pendukung, pengembangan sarana dan
prasarana Terminal Penumpang Tipe C
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No

Bidang

Bidang
Pengendalian
Operasional
dan
Perparkiran

Jenis Pelayanan

Pelayanan 1.
pengendalian
operasional lalu
lintas dan
perparkiran
2.
3.

Kelompok Sasaran

menyusun rumusan kebijakan teknis
terkait pengawasan dan pengendalian
efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk
jalan Kabupaten, pemeriksaan dan/atau
penegakkan hukum pelanggaran lalu lintas
dan angkutan jalan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS, pengendalian dan
penertiban kegiatan masyarakat yang
menimbulkan gangguan terhadap fungsi
ruang lalu lintas

penertiban pelanggaran parkir di Ruang
Milik Jalan (Rumija); sesuai dengan
ketentuan yang berlaku melalui tahapan
analisis/kajian/telaahan /penyusunan
rekomendasi dan sejenisnya guna
memberikan bahan pertimbangan bagi
pimpinan

menyusun rumusan kebijakan teknis terkait
penetapan tarif/besaran retribusi parkir,
pemungutan retribusi parkir di Ruang Milik
Jalan (Rumija) dan tempat khusus parker,
pengawasan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan perparkiran, penetapan zona
parker, penetapan rencana kerjasama
pengelolaan perparkiran, pembuatan dan
pemutusan perjanjian kerjasama
pemungutan retribusi parker, pengendalian
penyelenggaraan fasilitas parkir, pembinaan
pengelola dan juru parkir
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah di Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi

terhadap Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-

2023. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Perhubungan mengidentifikasi beberapa permasalahan

sebagai berikut:

1.

Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang
mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara,
kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak, dan
sebagainya.

Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang
mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan
lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan dan banyaknya
persimpangan jalan atau lokasi rawan kecelakaan di Kabupaten
Banyumas seperti marka, rambu, Rambu Penunjuk Pendahulu Jalan
(RPPJ) dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena
keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Penerapan sistem transportasi secara manual pada persimpangan yang
berdampak terjadinya antrian pada persimpangan terutama pada jam jam
sibuk, seperti pada saat jam masuk anak sekolah maupun jam pulang
sekolah, terlebih lagi saat cuaca hujan di simpang yang berdekatan
dengan pusat belajar mengajar pengendara sampai mengantri panjang,
bahkan sampai terkena 6 kali lampu merah namun belum juga dapat
berjalan.

Tidak seimbangnya  pertumbuhan jumlah kendaraan dengan
penambahan jaringan jalan di Kabupaten Banyumas, adapun faktor yang
mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki
kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan

dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
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6.

10.

11.

12.

Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang
mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang
beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak
cukup nyaman dan juga karena semakin menurunnya tingkat pelayanan
angkutan umum yang cenderung mahal dan kurang memenuhi standar
keselamatan yang memadai, maka untuk mendorong masyarakat kembali
beralih menggunakan angkutan umum perlu adanya pengembangan
angkutan massal dengan sistem bus rapid transit di Wilayah Kabupaten
Banyumas.

Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum yang berkapasitas
besar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kondisi angkutan
umum massal yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak
pengguna jasa transportasi dan masih terbatasnya SDM pada awak
angkutan yang memiliki kompetensi dalam operasional kendaraan umum
serta Masih kurangnya standar keselamatan bagi angkutan umum.
Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum,
faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin
operator angkutan yang rendah.

Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun
faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi/orang
per orang yang memgelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara
tradisional.

Masih kurangnya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang
kurang memberi keuntungan bagi operator angkutan umum.

Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan
peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan
lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
(sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).

Meningkatnya pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam
wilayah perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas
parkir kendaraaan, berdampak penggunaan badan jalan sebagai area
parkir. Sehingga penyediaan fasilitas gedung atau taman khusus parkir

menjadi kebutuhan dalam mobilitas pergerakan orang dan barang.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji dalam wilayah Kabupaten
Banyumas perlu diimbangi dengan kemampuan pelayanan Unit
Pengujian Kendaraan Bermotor. Memperhatikan ketentuan dalam SPM
Pelayanan 1 wunit Pengujian Kendaraan Bermotor maximal 4000
kendaraan, maka dengan jumlah wajib uji sudah lebih dari 10.000 unit
kendaraan, perlu ditambah kapasitas jumlah kendaraan uji per hari
dengan membangun Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 2 line, lengkap

dengan peralatan Pengujian.

Masih kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji
kendaraannya setiap 6 bulan sekali.Wilayah Kabupaten Banyumas
sebagai jalur lintasan mobilitas antar provinsi untuk angkutan barang
dan orang, dengan memperhatikan jarak pada posisi titik lelah pengemudi
harus istirahat, maka perlu dibangunnya Rest Area pada jalan
Provinsi/Nasional di Kabupaten Banyumas.

Meningkatkan mobilitas orang pada simpul transportasi jalan, maka
untuk melayani kebutuhan angkutan kota/pedesaan pada simpul
terminal diperlukan pembangunan terminal type C pada simpul yang
memenuhi persyaratan.

Pengembangan industri di Kecamatan Ajibarang dengan dibangunnya
pabrik semen, maka untuk mengurangi beban kerusakan jalan, perlu
pengangkutan barang dengan menggunakan angkutan kereta api.
Sehingga diperlukan terminal angkutan barang/dry port diwilayah
Kabupaten Banyumas.

Jaringan jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan
pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah
belum adanya terminal angkutan barang khusus yang akan menjadi
sentra distribusi barang.

Terbatasnya dana wuntuk pembangunan sarana dan prasarana
transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi
karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority
bagi pemangku kebijakan.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masayarakat akan
pentingnya keselamatan di jalan, maka untuk menarik masyarakat
meningkatkan pemahaman keselamatan di jalan perlunya Pembuatan
Taman Edukasi Keselamatan Transportasi Darat.

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi

di Bidang Perhubungan.
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21.

22.

23.

24.

25.
26.

27

3.2.

Belum adanya dasar/pengaturan pengelolaan LPJU mengakibatkan
pemasangan LPJU swadaya masyarakat tidak sesuai prinsip efektif dan
efisien.

Belum efisiennya sistem penerangan jalan umum yang menyebabkan
tingginya pemakaian daya listrik yang dapat mempengaruhi keandalan
kelistrikan PLN (khususnya pada saat beban puncak) dan tingginya
tagihan rekening LPJU.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghemat pemakaian

listrik penerangan jalan umum

Masih banyak pemasangan LPJU swadaya masyarakat yang tidak
memenuhi standar teknis maupun secara administrasi

Belum sinkronnya data LPJU antara Pemkab dan PLN
Banyaknya LPJU yang tidak berfungsi dengan baik akibat faktor alam

maupun peralatan itu sendiri

Belum tersusunnya perencanaan pengembangan LPJU.

Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Perangkat Daerah

Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sasaran  Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024
dalam mewujudkan Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing
dan Memberikan Nilai Tambah, Kementerian Pehubungan menetapkan
delapan Sasaran Strategis (Utama) yang terbagi kedalam tiga Sasaran
Strategis dan lima Sasaran Strategis Program dengan rincian
sebagai berikut :

Terwujudnya Konektivitas Nasional

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
Meningkatnya Keselamatan Transportasi.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi
Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompeten
Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan

Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian

® N o bk b=

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Kebijakan umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan
penyelenggaraan transportasi meliputi strategis sebagai

berikut :
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a) Menurunnya angka kecelakaan transportasi
1) Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan
standar keselamatan transportasi
2) Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha
3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
keselamatan transportasi
4) Penguatan kelembagaan
b) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan
transportasi
1) Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan
standar keamanan transportasi
2) Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya
tindakan melawan hukum di sektor transportasi
c) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana
transportasi
1) Peningkatan kehandalan sarana dna prasarana transportasi
serta penataan jaringan/rute
2) Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan
prasarana transportasi
3) Implementasi standar pelayanan public pada sarana dan
prasarana transportasi
Berdasarkan  Rencana  Strategi Pembangunan  Kementerian
Perhubungan sebagaimana dijelaskan tersebut, maka Permasalahan
Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berdasarkan Sasaran
Renstra Kementerian Perhubungan beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya adalah sebagaimana tabel dibawah

ini :
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Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Perhubungan beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya:

Permasalahan Sebagai Faktor
No Sasaran Jangka Pelayanan
Menengah Renstra Dinas Penehamb Pend
Kesrrraraihiels ghambat endorong
Perhubungan
1 2 3 4 5
1. | Keselamatan dan Kualitas Masih Perlu adanya
Keamanan pelayanan dan rendahnya alokasi dana
keselamatan kondisi dan untuk
‘.cransporta}& jumlah pengadaan
jalan masih prasarana
belum memadai akibat Perlengkapan
terutama kerusakan, jalan
ketersediaan hilang dan
Fasilitas bencana
kelengkapan
jalan,rambu,
marka dan
guardrails,
LPJU .
2. | Kapasitas Masih sedikitnya | Banyaknya Adanya
Transportasi angkutan perintis | pemakaian penerimaan
yang melayani kendaraan hibah 2 (dua)
daerah pribadi bh bus
perbatasan sehingga sekolah dari
angkutan kementrian
yang perhubungan
beroperasi
melayani Perencanaan
daerah trayek
rintisan/ angkutan
perbatasan rintisan baru
bangkrut
dan hilang

3.2.2.Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi
Kabupaten/Kota)
Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi
Jawa Tengah, maka Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyumas berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya adalah sebagaimana tabel dibawah ini



Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jateng beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah

Sebagai Faktor

fasilitas keselamatan

Kurangnya
Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pemenuhan

Teknologi bidang
perhubungan yang selalu

No Renstra Permasalahan Pelayanan Dinhub
Dinhub Prop. Jateng Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1. Terjaminnya layanan jaringan | a. Masih kurangnya terminal tipe C 1. Lahan untuk terminal . Tersedianya DED
distribusi transportasi orang dan dan belum adanya terminal barang masih belum tersedia terminal C Sokaraja,
atau barang b.  Kurang optimalnya penanganan dan 2. Banyaknya pemakaian Komitmen bupati
perencanaan moda transportasi massal kendaraan pribadi, untuk mendata
masih kurangnya kepemilikan aset-aset
angkutan perintis pemda
. Perencanaan angkutan
umum massal koridor
BRT, Kereta api,
Bantuan 2 bus sekolah
2. Meningkatnya ketersediaan ketersediaan

. Pemda Kabupaten

Banyumas

transportasi berkembang . Gedung Pengujian baru
dengan alat uji yang
lengkap
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3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis
3.3.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada pencapaian tujuan penataan ruang di Kabupaten Banyumas
disusunlah kebijakan penataan ruang sehingga arah tindakan yang
ditetapkan dapat mencapai tujuan penataan ruang wilayah yang diinginkan.
Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Banyumas 2010-2030, meliputi:

1. Pengembangan kegiatan pertanian sebagai sektor pertumbuhan ekonomi
utama Kabupaten;

2. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dan berbasis
kerakyatan;

3. Pengembangan fungsi kegiatan perdagangan dan jasa berskala lokal dan
regional;

4. Pengembangan pusat kegiatan yang terintegrasi dan terpadu;

5. Pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan
prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah;

6. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung;

7. Pengembangan kawasan budidaya melalui pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam secara berkelanjutan;

8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
dan

9. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai dengan
penetapannya.

Langkah-langkah operasional adalam rangka pencapai tujuan penataan
ruang yang dijabarkan melalui kebijakan penataan ruang di Kabupaten
Banyumas. Strategi penataan ruang Wilayah Kabupaten Banyumas, yang
kaitannya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah :
Kebijakan Pengembangan sistem jaringan prasarana utama dan sistem
jaringan prasarana lainnya sebagai pendukung potensi wilayah. Strategi yang
dilakukan adalah :

a. Mengembangkan jaringan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan
sesuai fungsi jalan;

b. Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah meliputi
terminal penumpang dan terminal barang;

Berikut adalah identifikasi permasalahan pelayanan OPD berdasarkan

telaah Rencana TataRuang Wilayah sebagaimana tabel berikut :
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Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
Bedasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Rencana Tata Sebagai Faktor
Ruang Wilayah | Permasalahan
No terkait Tugas Pelayanan Penghambat Pendorong
dan Fungsi Dinhub
Dinhub
1 2 3 4 5

1. | Rencana Kurang Banyaknya Perencanaan
pengembangan optimalnya Pemakaian angkutan umum
Pelayanan penanganan | Kendaraan massal koridor
angkutan jalan Dan pribadi, BRT, Kereta Api,
dan penumpang perencanaan | Masih Bantuan 2 bus
Yang modal Kurangnya sekolah
menghubungan transportasi | Angkutan
perdesaan dan massal Perintis
perkotaan

2. | Rencana Kurangnya Lahan untuk | Tersedianya DED
mengembangkan | jumlah Terminal terminal C
Dan terminal tipe | Masih Sokaraja,
meningkatkan C dan Belumtersedia | Komitmen Bupati
Sarana terminal Dan untuk mendata
transportasi barang yang | Keterbatasan | kepemilikan aset
wilayah yaitu tersedia Anggaran aset pemda
Terminal untuk
penumpang dan pelayanan
terminal barang angkutan

3.3.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang
sistematis,menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa Prinsip
pembangunanberkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS berdasarkan tugas
pokok fungsi OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sebagaimana

Tabel 3.5.
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Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
Bedasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS p lah Sebagai Faktor
No terkait Tugas e;gzsznznan
dan Fungsi Dir?hub Penghambat Pendorong
Dinhub
1 2 3 4 5
1. | Peningkatan Masih adanya Masih kurangnya Tersedianya alat uji
Pelayanan kendaraan kesadaran pemilik emisi gas buang
Angkutan angkutan jalan kendaraan/supir

yang belum
lulus uji emisi
gas

buang

akan bahayanya dari
pengaruh
emisi gas buang

2. | Pengendalian

Masih terdapat

Adanya ruas jalan

Managemen dan

dan ruas jalan yang | yang dipergunakan rekayasa lalu lintas
Pengamanan menimbulkan selain untuk
lalu lintas kemacetan kepentingan lalu

lintas jalan

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor
perhubungan, yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan,
inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja
dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten
Banyumas 2018-2023, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan

sektor perhubungan untuk 5 tahun kedepan adalah :

3.4.1 Bidang Perhubungan

1. Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji dalam wilayah Kabupaten
Banyumas perlu diimbangi dengan kemampuan pelayanan Unit Pengujian
Kendaraan Bermotor. Memperhatikan ketentuan dalam SPM Pelayanan 1
unit PKB maximal 4000 kendaraan, maka dengan jumlah wajib uji sudah
lebih dari 10.000 unit kendaraan, perlu ditambah kapasitas jumlah
kendaraan uji per hari dengan membangun Unit Pengujian Kendaraan
Bermotor 2 line.

2. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada persimpangan
yang diatur dengan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada wilayah
perkotaan Purwokerto, maka sudah saatnya mengembangkan sistem
pengaturan yang semula dengan manual dengan menggunakan Program

ATCS (Area Traffic Control System).
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Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai jalur lintasan mobilitas antar
provinsi untuk angkutan barang dan orang, dengan memperhatikan jarak
pada posisi titik lelah pengemudi harus istirahat, maka perlu dibangunnya
Rest Area pada jalan Provinsi/Nasional di Kabupaten Banyumas.
Meningkatnya penggunaan mobil pribadi, karena semakin menurunnya
tingkat pelayanan angkutan umum yang cenderung mahal dan kurang
memenuhi standar keselamatan yang memadai, maka untuk mendorong
masyarakat kembali beralih menggunakan angkutan umum perlunya
pengembangan angkutan massal dengan sistem bus rapid transit di
Wilayah Kabupaten Banyumas.

Pengembangan industri di Kecamatan Ajibarang dengan dibangunnya
pabrik semen, maka untuk mengurangi beban kerusakan jalan, perlu
pengangkutan barang dengan menggunakan angkutan Kereta Api.
Sehingga diperlukan terminal angkutan barang/dry port di wilayah
Kabupaten Banyumas.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat akan
pentingnya keselamatan di jalan, maka untuk menarik masyarakat
meningkatkan pemahaman keselamatan di jalan perlunya Pembuatan
Taman Edukasi Keselamatan Transportasi Darat.

Meningkatnya pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam wilayah
perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir
kendaraaan, berdampak penggunaan badan jalan sebagai area parkir.
Sehingga penyediaan fasilitas gedung atau taman khusus parkir menjadi
kebutuhan dalam mobilitas pergerakan orang dan barang.

Meningkatkan mobilitas orang pada simpul transportasi jalan, maka
untuk melayani kebutuhan angkutan kota/pedesaan pada simpul
terminal diperlukan pembangunan terminal type C pada simpul yang

memenuhi persyaratan.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang
diinginkan, Dinas Perhubungan sebagai salah satu instansi Pemerintah
Kabupaten Banyumas yang diberi tugas sebagai pengelolaan sektor
perhubungan akan terus meningkatkan pelayanan dibidang transportasi
untuk mewujudkan keselamatan berlalulintas dengan pemenuhan sarana
dan prasarana yang memadai.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun
2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan perhubungan daerah;

2. Meningkatnya pelayanan Sektor Perhubungan di Kabupaten Banyumas

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan
berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
yaitu :
1. Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan

2. Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagaimana
dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka

Menengah, disajikan dalam tabel 4.1.

77



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

SEEaEN PMIgEM, SEamn kegismn &

Indikz tar Kinerja Tujuan, SEamn,

Tarzet Kine e Pmgmmdan Pe

ENESL

Tujuan SEEEEN Seearan Subbegistan Pmgrem,keseEn g subkegiatan PmZrmM(0 tEms), KegEtEn, satuan |Tipe Perhitungan Aumus fowal 20z IES 205 B khir
Subkegiatan Ta rget] Ta rget| Ap Targat Ap Target Ap Target
2.15.0,000.00.01.00 DINAS PERHUALINGAN 21 454 311 000 &, (EE 525000 AN 513,000
2.150.00.0.00.01.01 DIKAS PERHUBU NG N 24 2 B SRS 24, B1E 6235 23] ZEZ] 1S 155
MMM EE B M,EIE 6232 23 EESL, RIS, 158
Resia kanektwits =|IK1x bobat
ngkutan jakn)+ | k2% Babatang kuten
e ninpkathan kane ktiv ites wilzyah Rzz i kane ktivites wilays h Nilai pmgrs pasitif  |Sunpei danan dan pemye rangan 0 635 615 1.5 615
Meningkatmya kualitts Eyanan = mne 1,50, 60,000 1, Z6,210,000 1,203,6%,00]
dan presarana kanektiites G Ratiadijalan kabupaten kats Nilai proprs negatif | Ratindiglan kabupatenfkats Q.6 074 174 .74 174
1,146,650 000! E4F 000,000 T 6,575,000
Ik Ning katnya penys lengEaEan lalu Jumkh kepEtndandakumen MALL
lintes danangkutzn g kn di kabupatzn PROG Rt PENYELENGE SRAMN LOLL Pmzentare pelbk=naan Menajamen weng te faksana dibeg i Tag et kepiatan
Banyumas Z1502(LINTAS DA A NG EUTAN I LK | L S e kayeea bilu lintas 5 pmges positif Jdan dokumen MALL % 108 101 100 100} 100} 100
5E3,650 000 672 990,000 SE3,575,000
Jumlah dak umen keg BN Pelalzanzan JumEhdakumen kegiatn Pekl=nzan
tanag men dan Rekayesa Lalu Lintes tenajemen den Re kayesa Laly Lintes
untuk eringan Gk kabupaten kats 0 ku men |a ku mu Etif untuk Jaringsn e kin kabupaten/kat 1 1 il 1 3
Pelakzanzan Menajgmen dan Rekayeea  (Jumlah perdenglkapan jakndalam =gk Jumkh pereng lapan pln dalam mngka
Lelu Limss untuk fringen &En ENEEmen dan ® el lines mEnEjEmen den mkayess lal linte
21502 26| Kabu paten/ kata dalam kandEi baik Unit pmgrs pasitit Jdakem kandEi baik 4] pil 1E| jil 1E
560,000 00 63,000,000 72,000,000
Pangtaan Manaje mandan Releyasa Lalu [Jumlah 12 paen Penatean Managmen Jumkh Laparen Pemeteen MenajEmen
Limtzs Unt uk Jaringsn Jakn dan Re keyes el Lintss untuk Bringan dzn Rekayeea Lalu Lintes untuk Jaringan
2150230 671 Ka bu paten kata elan kabu@ten kats lmpaan  |akumuEtif Jarlain Ka b pate nf ko ts 1 1 1 1 3
S 500,000 302 990,000, 20 575,000
Pengadean, Peresangan, Perbailandan [Jumlah Penpadean Penesangen lumh P ngedaan, Pe mesangen,
Pemelihaman Pereng kapan kalan dakm (Pe rbaikan dan Pemelihaman Permikandan Pemelihaman
mngka Manalemen dan Rekeyam laly  (Pedzngkapan BEndalam =g ke Parkngka pn & En dalam mngka
2150220 602|Lim=as i nagE men dan Rekayesa Lalu Lintes unit & ku mu Etif MEnajemen den Re kayesa Laly Lintee E| 2 2 2 1
A 000,000 160,000,000 150,000,000
Jumlah Dokumen Pebk=man Ujicoks Jumkh Dakumen Pelakzanzan Ujicaba
uji cabadan sas i lEeri PeBkeanaan dan 5ar &l Fasi Pe bk ean Manajemen dan Sasial Eari Pelakzanzan Manaimen
Manajemendan Rebayemm Blo Lintes  (dan Releyem el Lintas untuk Bringan dan Re kayeea Lalo Lintes untuk J&ringen
2150220603|untuk laringen Jalen kabupten'kole  [Blan kabupten ko Lo kumen |a ku mu Etif alan kabu paten/ kata 1] 1 1] 1| k|
217 150,000 150 000,100 160,000,000
Pengaweran dan Pemeandalan Jumlah 1= paren P& ngawvesan dan lumh Laparen Pengewesan dan
Efe ktivites PeBlzanzan kebijakan untuk |Pengendalian Efekti ims PeBk=mman Pengendalien Efektiites Pelalzanzan
2150220 604| Ja B Kabu pate nd Fote kehijalan untuk Bk kabupaten kole  Jlapoen [ ke moBtif kehipkan untuk JaEn Rabupatenilote 1| o 75 TS 24
Efi J00 1000, Efi 010,000 E6,000,000
Penctapan RenE e Induk &Bringan LLa) [Jumlah Dakumen ma@na induk gringan JumEh Dakumen mncana induk
21502 20| Ka hu paten, kot LioJyang ditetm phan D ku men |a ku mw etif Eringan LLa ) yang diteta gkan 1| ad 1| 1| 1
Ef 000 030 Efi 030,000 Ef,000,00]
Plakzanzan Penyusunan Ren@me Induk{Jumlah akumen Penyusunan fenE e Jumkh Dakumen Peny 1= unan Rencana
215022010 | ings n LLA Kahupaten/katE Induk Jeringen L kab kate Dakumen |pmEe s pasitf | induk &ringen Lo kah/ kate 1| 1 1| 1| 1
77,000,000 50,310,100 26,000,00
Jumlah &in pemye ke ngga =an dan Jumkh dakumm kegiaten penerbiten
Penzrhi=n lzin Panyelenpgareandan [Pembangunan Fasilitas Parkiryeng zin panyelengeeen dan pembaguen
21502 24[Pembanguran Fasilies Farkic diterhitlan D ku men |a kumuo Etif fecilites parkir [W0L) yang ditethitkan 1] il =1 =l 153
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7,000,000 100, 000,000} 13,000,000
Jumbh Dokume n Peme nuhan
Fasilitasi Pame nuhan P maREN Jumk h Dakume n Pame nuhan Paryam@En Parake fan kin
Parak hankin Pa nyalanggam@an dan Parsyamtan Pa ok han izin Pamya b npga@andan Terbangunnya
Pemhbangunan Fasilias parkir Panya la gga@andanTe re neunma Fasilims Parkir Kewenangan
Kewenangan Kahupata nf ko dabm Fasilitas Parkir ka wa nangan kahupatan Kabupate nf ko daBmSEtm
SEtem Palayanan Pe izinen berusmha  (KomdabmSEtem Pelayanan Perizinan Pa Byanan Pe rizim n Berusha
215023040 | Ta rintepmsisa@ @ Elaktranik Barusaha Te rinepresiSecam Bk ktronik |Dakumen |aku mulatif Tarinte grasiSe @ @ Elektronik a 1 1 1 3
70000000 A0, 000,000} A5 000,000
Jumbhlaparn koordimsidan Jumbh lapaman kaord inasidan
Koond inasidanSinkronia s Pengawasan [Sinkmnisasi Pe nga wasan Pe Bl=anea n Sinkmoniasi Pe rga wasan P B ksnaan
Pelak=anaan kin Penye k ggarmandan |kin Pz nyelenggaman dan Terbangunnya Izin Panye ke ngga @andan Te e ngunma
Pemhbangunan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir k2 we nangan kahupatan Fasilitas Parkir Kewenangan
215023403 ke wenangan ka bupate nfkota kota laparan |akumulatif kabupate ' kata [a) 501 501 500 150
Me ninglatmya pe nya ke npgaman lalu 34,000,000, A8, 300,000, 437, 660,000
lintazdanangkutzn gland i kabupaten PPROUG PN PENYELENGG ARA AN LALL Prozantase ke ndarman yamg me Bkulan Jumkh kendamanyang melakukan uji
Banyumas 21502|LINTAS DN ANGHLUTAN JALAN |LLaf uji ik Ll prgres positif  [laikd ibagiJumlah kendaman K BWL 0 a3 94| LT a5
44,000,000 50,000,200 53, 240,000
fud itdan nspeksi kese Bratan e ddi [Jumbhdokume na of it da ninspe k=i Jumbh dokumenauditdanimpe ksi
2150228 |k kazaBmatan LLAddi&lan lapaan |akumulatif kazelamatan LLaddiBEn 1 1 1 1 k|
44,000,000 501,000,000 53, 140,000
Pelak=anaan Inzpe k=i A itdan Jumkh laparn Inspeksi dud itdan Jumkh lapomn In=pe k=i, A itdan
Pemantzuan Unit Pelak=ana Lji Berlake |Pemantavan Unit Palal==na Lji Barkz Pamanauan UnitPe Blzame UjiBerkala
215022002 | kenda@an Bermatar Kendaman Bermator lapa@n {akymulatif Kendaman Be rmator o) 1) 12 15 ki
0,000,000 T8, 200,000 4,420,000
jumBh k2 ndarman ba rmatarya g jumlah ke ndaran ba rmatar yamg
me Bkulan uji ka nda ean barmatar @ng me Bk ukan uji ke ndaman b2 rmataryang
21502206 |Pengujian Be rkala ke ndaman Be rmabor e dayani LUnit 3 ku mulatif te rByani 15211) 7803 8383 9447 2568 8
35,000,000 340,000,000 (0,000,000
Penyadizan Bukti Lulus Uji Pangujian  [Jumih Dokume n BuktiLulus Uji umkh Dokume n Bukti Lulus Lji
2150220604 |Berha |3 ke ndam@an Be rmamr Pangujian Berlala ke ndaman B2 rmatar | 0akumen |3 ku mulatif Pamgujianfe kak ke ndama nBermatar | @00 7AO0 Ji: ) 948 250818
1] 1] 15, 000000
Jumkh5a e e dan PFR=@ENE P2 ngujEn JumkhSammdanPR=@ENE PeRgujan
Penyadizansamnadan FR=RENE Barkala ke ndaman Be rmator yang Barlal Kandaman Barmataryang
2150220601 | Pengujian Be riala ka ndaman Be rmatar |Ta madia Unit prgres positif  |Tasad @ 0 1l 1l 1 1
10,000,000 12, 200,000] 12,420,000
Koard inazi Panys ke nggaman P2 eujian [jumbBh kegamnzazelEazipaaumn jumlah kegiatan sazialEazi pa @tumn
2150220608 |Berkala e ndam@an Be rmaior pangujan Kep aku mulatif pemgujian 0 2 2 2 [
5,000,000 5,000,000, 7,000,000
wanitaring dan evalesi Jumbh lapaanmanitaring dan evalesi Jumbh Bpomn manitaring da nevaluasi
Penya 2 iega Ban Pangujan Bariala panya ke rgga@an pangujen berkala pamya b npgamEan pe ngujian be kak
2150220610|Kendaman Bermatar ke ndaman be rmatar lapaan |akumulatif ke nda @an bermatar 0 1 1 1 3
22704,175 585 23562 423923 24, 647 9800159
Jumbh tayakyg d igyani pd
Ia bupatan/kota ¥ bahat traye K d ibagi
jumlah ke hitutan taye k pada
Indeks kane kiwitEs angkutan @lan Nilai prgres positit | ba bupaten/kota tersebut) 08| 08 a8 ok} 0.8
jumb hlimas Pe mee be@ngan yang
ha rope rasi pada kebupte nfkoEtshs
bobot lintes)  dibagi  [jumlah
M ning katnya keta rmadizanzamme dan kabutuhan lintas pa mee b2mngan pada
prR=AE ® kane kikitEs Indaks kana kiwitEs angkutan sumgai Nilai prgres pozitit | ba bupaten/kotE tersabut) 015| 0.3 0.5 0.5 0.5
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6,513,100, 00 610 410, 000 hE3G 500 BY
lumlah 1erminalyang beropers ii dibagi
Fesenixe ferminal yangheroperasi [{inial jumlahierminalyang ada dikali100
55U ai kelemuan Ll progres pos il |4 0| T4 B ort LG
lumlah perlengkapan dan praarana
jalan |halte, 1erminal, &F), rambu2 dll|
wamgiemediadibagijumlah praarana
Meningkalnya penyelenggaraan |alu dan perlengkapan jalan |halle, 1erminal,
lin1= dan angkuian jalan dikabupaen PROGRAM FENPELEN GEA RA &N LaLLl Freseniae kelem ediaan perlenghkapan 4P), rambu? dil] yang dibuiuhkan dikali
Banyum= 1502 LNTAS Dk SHGEUTAH IALAH LAY |jalan Ll progres pos il [100% || L 232 2.27) 37
6,263,100, 000 5 455 410, 00| 5705320, B
Fenyediaan Ferlengkapanlalan dilalan |lumlah Prasarana dan perlengkapan lumlah Fr&arana dan perlengkapan
21502202 Kabupaien'koia jalan dalam kond i baik Lnil akumulalif jalan dalam kond&i baik 1B 1734 1573 2181 Bk
3,368,100, 000 3804 510, 000 185 401, 000
Fembangunan Frzaranalalan dilalan  |lumlah prasaranalalandilalan lumlah pr&aranalalan dilalan
2150220 20| K abup aienf Kola Rabupalen kmayangierbangun Lnil akumulalif Kabupalen/kolayang 1erh angun Loy 36y Ll 451 1205
2,200,000, 0On| 500000, 000 510,000, 000,
Fenyediaan Ferlengkapanlalan dilalan |lumlah Perlengkapan lalan di lalan lumlah Ferlengkapan lalan dilalan
2150220 202 K abup aienf Kola Rabupalen kmayangierbangun Lnil akumulalif Kabupalen/kolayang 1erh angun 2 By 5 H 204
445 000, 000, 550,000, 00| GOE.050, 000
Fehabilit®i dan Pemeliharaan Frsaena|lumlah Praaranalalanyang lumlah Pr aranalalan yang
1502202031 alan Herehabilizidanierpelihara Lnil progres pos Al [erehabiliZidanierpelihara 1235 1430 1573 170 1730
600000, 000, 600500, 00| 14065, BY
Kehabilitai dan Pemeliharaan lumlah Ferlengkapan lalan yang lumlah Perlengkapan lalany ang
150220 204 F erlengkapan lalan Herehabiliaidanierpelihara Lnil akumulalif {erehabilizidanierpelihara 12 kX a3 1y 100
550,000, 000( Ic 000, ooof 226,200, 000f
Fengelolaan Terminal Penumpang Tipe [lumlahierminal penumpang Tipe Cyang lumlah1erminal penumpang Tipe Cyang
21502 203 ¢ dikelola dan beropera i Lnil progres positif  |dikeloladan beropersi L b 7 7l T
% 0,000, 00D 55, 000, 000 b B.200, 000
150220 202|Fembangunan Gedung Terminal Jumlahgedung1erminal yang 1erbangun |Unit progres pos Al [lumlah gedung1erminalyangierbangun 0| 1] 1] 1 1
500,000, 000, 550,000, 00| 600,000, 000,
lumlahTerminal Fa il Mama dan lum|ah Terminal |Fa ilit= Lham adan
Rehabilii®i dan FemeliharaanTerminal |Fendukung yang Direhabilias i dan Fendukung| yang Direhabiliiai dan
2150220 309 |Fas ilii & LHama dan Pendukung) Dipelihara Lnil progres pos il Dipelihara 5 b ] 1| I
100,000,000 150,000, o0l 260,000, 00l
lumlah Terminal |Fa ilit= Lham adan
Fengembanganiarana dan Praarana  |lumlahs arana dan pras aranaierminal Fendukung| yang Direhabiliiai dan
150220 203{Terminal yang dilakukan pengembangan Lnil progres pos il |Dipelihara 0 1] 1] 1 1
J15 000, 00D, 350,500, 00| X 6550, 000
Meningkalnya penyelenggaraan |alu lumlzh Kec.fang ferlayani ang ki an
lin1= dan angkuian jalan dikabupaen PROGRAM FENPELEN GEA RA &N LaLLl proseniae wilagah yangierhubung jalan dibagijumlah seluruh kec.
Banyum= 1502 UKNTAS Dol &AW GEUTAK LAl K [LLA)|  |angkutan jalan K progres pos il |Kabupaten dikali100% 1| = 52,5 100 100
Fenyediaan &ngkwan Umum umuklsa
ngkutan Orang dan/atau Barang antar 5.5.000. 000 50, 500. 000 56550, 000
Kmadalam1|s au| aerah
21502 209|Kabupien'ko1a Jumlah angkutanumum yang beroperai |Uni progres pos Al [lumlzh angkuianumumyang beropersi| 1693 1285 1285 1288 1285
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55 D00 ODD 60,500,000 BB 550 OO0
Penyediaan &nghulan Umum urukl s a [lumlah Angkuian Umum uniuklsa lumlah Anghutan Umum uniuklaa
Jungkutan Orang dan'atau Barang amar  |Angkian O rang dan aau BarangAntar fngkutan O rang dan,a au Bamng A ar
Evda dalam 1k atu| Dagrah Eola dalam15au Daerah Kabupaten Erfadalam 1|5au] Daemh
SIS0 AGIL (K abu pate f kota Erayang Ten edia Unit progres positid  |Babupatent oayang Ter edia 1285 128 1285 124
100,000,008 110,000,000 120,000, 000
Penetapan Rencana Lmum Jaringan Turnlah dokuren ren@naumom lumlah dokumen ®n@na o m
Trayek Ferkodaan dalam 1)s @iu| Daerah |jaringanirayek perkedaan dalam 1]s zu| jaringanrayek perkeiaan dalam [satu|
ZARIRLY | Kabu pate n Kpta Dakrah kabupate iy ket ayang ditetapkan {Dokum e n | akum ulaif Daerah kabupaten kot ayang dietap kan 1 1 1
50,000,000 S5 000000 E0L0DD. DOD)
Pelds anaan Pemyusunan Renmna lumlah Columen kebijakan rencana lumlah Cokumen ke bijakan renzna
L urn Jaringen Tragek Perkodaan dalam (umuom jaringan fragek pedodsan dalam umum jaringanirayek perkolaan dalam
FIS02AML [satu| Daemh Kabupaten/kola 1 |satu] Daerh Eabupaten/koia Do kurn e n fakum ula if 1k atu| Daerah Eabupaten kola 1 1 1
50,000 0DD S 000000 E0LDDD. DDDY
Fenetapan Kebijakan dand s ialis si Jumlah dekumen penetapan kebijakan Jumlah dekumen peneiapan ke bijakan
FennaLmumlaringan Trayek dan1ems 0 iali &inya re ncana umum dan 1ersosial e inya ren@na umum
Perkodaan dalam 1 [s #u| Daerah jeringan reyek perkotaan dalam 1[5 #u| jaringan ireypek perkotaan dalam L [sau|
TIE022102| K abu pate n Eota daerah kabskola Co kur e n | aku m ol i dak rah Itahl'ltma 1 1 1
1000000008 110,000,000 120,000, 00D
Penelapan Rencana Urmum laringan Jumlah dekumen ren@naumum Jumlah dekumen ®n@na wmem
Trayek Fedes aan dalarm 1 [satu] Daerah |jaringantrayek pedes aan dalam 1 |Sau| jaringan 1rayek pe desaan dalam 1|5 u]
TIRIEEL 2 E abu pat e ng Enda Daerah kah_.l'kmarag ditelapkan [o kur e n | aku m ol i Daerah kab kolayang dielap kan 1 1 1
50,000 DDD S5 000 DDD E0L0DD. DOD)
Perumusan Kebijakan Rencana Umum  [lumlah dokumen ke bijakan ren@na lumlah dokumen kebijakan rencana
laringan Trawek Pedesaan Fewenarngan [umuom jaringan frayek pedesaan umum jaringanirayek pedes aan
215022200 kabup aen/E o a kewenangan kaby kota Do kumn e n aku m ula il kew en argan kab/ko1a 1 1 1
50,000,000 S5 000000 E0LDDD. 0D
SosialEas i dan Ui Co ba Pe labs anaan Jumlah dekumensosials & i dan uji ceba Jumlah dvkumen sosialises idan uji mba
FKebijakan Kenmna Umum Jaringan pelaksanaan kebijakan rencana umum pelaks anaan ke bijakan ren@naumom
Trayek Fedes aan Kewe nangan jaringanrayek pedes aan kew enangan jaringanrayek pe desaan kewenangan
21502202 abu pate rf Epta kab upaten/kota Do kum e n aku m ula if kabupatend kota 1 1 1
FenelapanTaril Fels Ekonomiurduk 50000 DD LL 000 0DD EILODD, DO
gk an Crang yang Melzgani Trayek  (lumlah dokumen penetapan 12 ke ls lumlah dokumen penetapaniarif kels
s e ngkutan Ferodaan dan ekonomiuniukangku an perkoiagn dan ekonomiunduk angkut an perkelagn dan
Perdes aan dalam 1 atu Daerah pedes aan dalam 1 [satu| Daemh pedesaan dalam 1]s alu| Daerah
ZASILE| Kabu pat e n Kpta Kabupzten Koia Cookurn e n sk m ulat i Kabupeien Kota 1 1 1
50,000 DDD S5 000 DDD E0L0DD. DOD)
funals & Tari Kels Ekonomifngknian  [lumlah Columen analiss 1arif kels Jumlah Cokumen analk B 1aril ke s
Crrang dan Angkuian Perkoaan dan ekpnpmiangku an preng dan angkan ekenomiangkudan prang dan angkuian
Perdes aan dalam 1 atu] Daerah perkotaan dan pedesaan dalam [satu) perkotaan dan pedes aan dalan 1k aty|
1502260 | K abu pa e ry Eola Dk rah kabupate nf ket a Do kur e nfaku m ula il Daerah kabupaienfkoia 1 1 1
10,000,000 15 000000 20,000, 00D
Jumlah dekumen Ein Penyelenggaman Jumlah dekumen Ein Pe ryelerggaraan
Fenerkiian kin Fenyelenpearaan fungkutan O rang dalam Trayge k Lint & fungkutan O rang dalam Tragek Lins
angkutan Crang daam Trayek Lin s Daerah Kabup alen/koia dalam 1 |Sau) Daerah Kabup ale nf kotadalam 1]5 |
Caerah Kabupatenfk oia dalan 1k atu] |Daerah Eabupalen/koiayarg Daerah Kabup alenf kelayang
IS4 Dae rah Kabupat en ) ola dilerbikan Dok e n | aku mulat if diterbitbzn 1] 1 1]



10,000,000 15,000, 10 200,000,000
FEilta i Femenuhan Fersyaraian lumlah Laporan Pemenuhan Persyaraian lum|ah Laporan Femenuhan Pemyaralan
Perolehan Izin Penye [e egaraan Ferolehan Ein Penyelenezaraan Perolehan Ein Pemye lenggaraan
(e kwian Orane dalam Trayek Anekuian Oranedalam Trayek Angkuian Orang dalam Trayek
Kewenamgan kabupaien/kma dalam Kewenangan Kabupalen Kola dalam Kewenangan kabupaienkoiadalam
GE1em Pelaganan Pereinan Berusaha  [Sistem Pelaganan Ferizinan Bens aha GE1em Pelayanan Perzinan Bemns aha
15021 M Terimerr®ifemm Elekdronik Teriniesrs ifeEra Eledronik Laporan Jakumulaif TermesraiSecara Eledmnik 1 ] 1 3
1,000,000,000 1,000,000, 000y 1,000,000, 000
lum lah Derm aza yang1 erbangun dibazi
Meningkainyapenge lnlaan Pelayaran di pres em e kelen ediaan pr arana jumlah dermazayang dibuluhkan dikali
Kabupaien Banyum & 2150 FROGRAMPENGELOLOA N FELSY ARA N |anekuians uneai K proeres positd  [100% B0 1] B0 41}
Fembanmzunandan Fenerbitan kin 1. 000,000,000 21,000,000, 0004 1000 000, 0o,
Fembanmzunandan Fengopersian lumlah Fra aranas ungai dalam kondi i Jum|ah Fraaranasung ai dalam kondisi
5021 A Felabuhan Sunzai dan Danau baik Unit progres posilil | baik 2 2 2 2
500,000,000 500,000, 0000 500,000,000
Fembaneunan Pelabuhanfuneaidan  [lumlah Pelabuhansureai dan danau lumlah Felabuhansuneaidan danau
215031 30 Lanau wane dibanzun Linit akumulal il wane dibangun 1 ] 1 3
500,000,000 500,000, 000§ 500,000,000
Pengopers ian dan Femeliharaan lumlah Dermazas ungaiyang beropersi lumlah Dermazasungaiyang beropers i
215031 304 Pelabuhan Sungai dan Canaw danierpelihara Linit proeres positd [danierpelihara 2 2 2 2
22,000,000) 45,000, 0004 50,500,000]
lumlahirayek yang erlayani ang kulan
Meningkainyapenge lnlaan Pelayaran di pris em & ewilayah yane 1erhubung sungai dibagi jumlah kebwiuhantrayvek
Kabupaien Banyum s 2150 PROGRAMPENGELOLOA W FELOY ARG H  [an=kutans unzai k3 promres positil | dikali100% 5 1] 50 ol
30,000,000 35,000, 100y 41,000,000
Fenerbitan lzin Ls aha Fenyele egaman [lumlah Dokumen kegigan Penerbiian Jumlah Dokumen kegiaian Fene rhitan
ng bt an Sungai dan Dranau s esuai Izin Penyelenegaraan Angkian Orang kin Pemyeleneearaan Angkutan Orang
dengan Domgili Orang Peseomngan  |dalam Trayek linia Daerah Kabupaten dalam Trayek Linix Daerah
Warea Hezam Indonesiaziau Eadan Kmadalam 1saiu Daemh K abupaten Kabupaten/Kota dalam 1 [satu| Daerah
215032031k aha K3 Dokumen ) akumulaif kabupatengkoia 1 1 1 3
30,000,000 35,000, 000y 41,000,000
Koondina i dan Sinkrong =i Fengawaan [lumlah Laporan Koominas i dan lumlah Laporan Koordinai dan
Pelaks anaan kin Lkaha sinkronk =i pengaw &an pelaks anaan sinkronk s i penzaw s an pelaks anaan
Penyelenezaraan b nekuian 5 ungai dan |izin 15 ahapemyelenegaran anekutan einusaha penye lenegaran ang kinan
Danauses uai denzan Domsili Orang  [s ungai dan D2 naw sesvai densan suneai dan Danaus es uai dengan
Pemenmngan Warga Megaralndonesia |domisili orang pers enranganwama domE ili orang persenrangan warna
alau Badan Lk aha K ew enangan negaraindonesiaatan badan 15 aha negara indonesia alau badanwsaha
215032030 Kabupaten/Koa ke'wenamzan kab kota Do kumenjakumula il kewe nanegan kab/koa 1 ] 1 3
2,000 .000) 210,000, 0004 210,500,000
lumlahizinusaha j@aierkai dengan lumlah &inusaha j= aierkail dengan
Penerbitan zin Ls ahal= ate riai peraaaian dan perbaikan kapalyang perawatan dan perbaikan kapalyang
21503 30 de nean Feraw aan dan Perbaikan kapal [diierhitkan Dokumenjakumula if diterbitkan 1 1] 1 3
2,000,000 10,000, 000y 10,500,000
Failila i Femenuhan Fersyaraian lumlah Dokumen Femenuhan lumlah Dokumen Femenuhan
Ferolehan Izin Lk aha & aterkai dengan|Persyaraian Ferolehan lzin Lkahalsa Permyaraian Perolehan kin Lsahalasa
Peramaian dan Perbaikan Kapal dalam  |Terkail dengan Perawaian Kapal dalam Terail demgan Ferawaian Kapal dalam
GE1em Pelaganan Pereinan Berusaha |5 &1em pelayanan perinan berusaha sisiem pelayanan penzinan berusaha
215032080 Terimexrasis ecara Elekronik [{eriniegra iseara elekironik Dokumen]akumula it {erimesrais eara elekronik 1] 1] 1] 3
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151 400,00 164,540,000 177,543, 00d
lumlah laporan pelals anaan Pengad aan lum|ah laporan pelaks anaan F engadaan
P engadaan Barang Mili k Daerah Earang Milik Daeh penunjang urusan Earang Milik Daerah penunjang urs an
PAAL0T | FenunjangUrusan Femerimah Carah |Femerimah Daerah Laparan_{akumulalil Femerini ah Dae sh 2 2 2 i
25 000,000y 25 500,000 26,000, 000
XM 20005 | Pengadaan Me bel Jum|ah paked mebe | ywane disediakan Fakel aku mulal i Jum lah pakei mebelyang ds ediakan 1 1 1 k|
100 ono oo 110,000,000 120,000, 0o
Jumlah Unit Peralaian dan Mesin Jumlah Uni Peralaian dan Mes in
A% I120706 | P engadaan P eralaian dan Mesin Lainmya | Lainnya yang disediakan Unit akumulalif Lainnyayang d& ediakan 10 11 12 33
26, 40,0008 28,040,000 21,544, 000
Pengadaanfaranadan P arana lumlah unil sarana dan pra amnan lumlah unils arana dan pra&aranan
Pendukung GedungKamora au pendu kung gedung kanior 3 au pendukungge dung kamor 3 au
120711 | Bangy nan Lainmya bargunan lainmyayvang dise digkan Lin it aku mulaif bangunan |ainnyayang ok edigkan 5 b 7] 17
100000004 431,500,000 414,600, 000
lum |ah laporan pelaks aaan
lumlah laporan pelaks anaan Pemeliharaan Barang Milik Daersh
Femeliharan Earang Milik Daerah Femeliharan Earang Milik [aerah Fenunjang Urs an Femeri mahan
%0208  |PenunjangUrusan Femerimahan Daemh|Fenunjang Urusan Pemerimahan Daesh{Laporan | akumulalif Daerah 5 5 5 14
PenyediaanlZa Femelihaman, Biaya 250 000,000§ 250,000,000 260,500, 00|
Pemeliharan, Fajak, dan Perzinan lumlah Kendaraaan Dina O pers inanal lumlah Kendamaan Dinz Opersioanal
Kendaraan Dina O perziond alau dlau | @ angan yang dipeliharadan alau |ap angan yang dip elihara dan
2 XIL20002 ) Lapangan dib zyakan pajak dan periinannya Linit proeres positd | dibayarkan pajak dan periinannya k] 3 15 a4
10,000,000§ 10,500,000 11,000, 0o
00120505 | Peme lih aman Mebel Jumlah mebelyangdipelihara Unii aku mulalif Jumlah mebe|yarg dipelihara L 2 2 g
20,000,004 51,500,000 5,550,000
Femeliharan Ferdaian dan Mesin lumlah peralaian dan mesin lainnya lum|ah peralatan dan mesin lain nya
i %M20506 | Lainnya pangdipelihara Unit progres posit - [yane dipelihara 20 a2 2 2
150,000,0004 20,000,000 66,550, 000
Pemeih arman'R eh abi il & i Ged ung lumlahgedung kamor dan bangunan lum lah gedung kanior dan bangunan
A %I120509 | Kamordan Eangunan Lannya lannyayang dipelihaa direhabiliai  |Uni progres positi | lainmyayang dipeliharadirehabilias i ! 1 1 1
20000,00 20,500,000 10,000, n0d
Pemelihaman,/kehabili@iSaranadan [lumlahsaranadan prs araa penduku g lum lah sarana dan pra aranapendu kung
Praarana Pendukung Gedung Kamor  |gedung kamoraau bangunan lainmea Eedung kanior #lau bangu nan lainnya
NI AN | ot au Bangunan Lainmya [yang dipelihara dirhab il Linft progres posi i '.'agﬂigeliharg‘ﬂirehahilhai 1 1 1 1
4852 23700 5 07 377655 5 352656, 780
lumlah Lap oran pelalsanaan lumlah Laporan pelals anaan
Fenyediaanl&a Fenunjang Lrusan penyediaan j& a penunjang urusan perye didan j& a penunjanguris an
FXM2E  |Pemenmahan Daerah pemerimahan daerah Laporan {akumulalil pemeriniahan daerah E 3 3 k|
54 000,000 532,400,000 B, G, 0o
lumlah laporan pemyediaan j&a lum|ah laporan pemye diaan j= a
Penyediganl®a Komunikas i, Sumber  [komunikasi3umberDaya air dan |&irik komunila i, Sumb er Daya airdan listrik
A XNM20E02 | Caya Air dan Lsirik yang ds ediakan Laporan {akumulail wang i e diakan bl n n al:
50 000,00 50,500,000] 51,000, 00
lumlah laporan pemyediaan j&a lum|ah laporan pemye diaan j= a
Penyediaanl&a Peralaiandan Fperalaian dan perlengkapan kanior peralaian dan perlengkapan kamor yang
A XM20E03 | Perle ngkapan K am or yang ds ediakan Laporan {akumulail disediakan 15 15 15 a5
4 218 23700 4982 45 4256016, 20
lumlah laporan pemyediaan j&a lum|ah laporam pemyediaan j= a
Penyediaanl&a Pelayanan Umum pelagaan umum kam or yang pelayanan umum kanior yang
X200 Kamar diediakan Laporan |akumulalil disediakan Aip| 56 5p =
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5.1

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun

kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Strategi yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

untuk mendukung visi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

a.

5.2

Menyediakan fasilitas kelengkapan jalan sesuai kebutuhan seperti
rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, guadrils, APILL dan PJU.
Pemanfaatan teknologi untuk pengendalian dan keselamatan lalu lintas
angkutan jalan.

Mengembangkan pelayanan angkutan penumpang yang
menghubungkan perdesaan dan perkotaan

Mengembangkan dan meningkatkan sarana transportasi wilayah yaitu

terminal penumpang dan terminal barang.

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah

sebagai berikut:

1.
2.

o v s

Mengadakan survai akan kebutuhan Fasilitas kelengkapan jalan
Mengusulkan anggaran akan kebutuhan Fasilitas kelengkapan jalan
sesuai hasil survai

Penggunaan SIM dalam pelayanan Uji Kir Kendaraan Bermotor

Penggunaan energi solar cell dalam operasional APILL

Penggunan Lampu Hemat Energi (LED) dalam pelayanan PJU
Meningkatkan pelayanan angkutan umum dan evaluasi kemampuan
penyelenggaraan dan pengembangan angkutan perdesaan
Mengoperasikan bus bantuan Kemenhub sebanyak 2 (dua) unit untuk

angkutan gratis anak sekolah.

Menyusun DED dan mengusulkan pembangunan terminal tipe-C
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Tabel 5.1

Perangkat Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan | Meningkatnya Menyediakan Fasilitas a) Mengadakan survai akan
Pelayanan Ketertiban dan kelengkapan jalan sesuai kebutuhan fasilitas
Sektor Keselamatan dengan kebutuhan kelengkapan jalan
Perhubungan Lalu Lintas )
di Kabupaten angkutan b) Mengajukan anggaran
Banyumas Jalan akan kebutuhan fasilitas
kelengkapan jalan
sesuai hasil survai
Pemanfaatan teknologi a) Penggunaan SIM dalam
untuk pengendalian dan pelayanan PKB
keselamatan lalu lintas b) Penggunaan solar cell
angkutan jalan c) Penggunaan lampu
hemat energi (LED)
Meningkatnya Mengembangkan a) Mengoperasikan 2 (dua)
akses pelayanan angkutan bus bantuan Kemenhub
angkutan ; penumpang yang untuk pelayanan gratis
umum bagi menghubungan
masyarakat perdesaan dan anak sekolah
perkotaan b) Meningkatkan

Pelayanan angkutan
umum dan evaluasi
kemampuan
penyelenggaraan dan
pengembangan
angkutan

perdesaan

Mengembangkan dan
meningkatkan sarana
transportasi wilayah
yaitu terminal
penumpang dan
terminal barang

Menyusun DED dan
mengusulkan pembangunan
terminal tipe C

90



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka
mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan
dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna
mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari
suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Sedangkan sub kegiaatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan
capaian kinerja.

Rencana Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

2. Program peningkatan pelayanan angkutan dan lalu lintas angkutan
jalan

3. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

o u A

Program peningkatan pelayanan sarana perhubungan

Target kinerja serta pendanaan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas

Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.
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Table 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
Tahun 2024-2026

IndikatorKinerja Tujuan, Sasaran,

Target Kinerja Program dan Pendanaan

Program, Kegiatan & Subkegiatan Program(Outcame), Kegiatan, Satuan  |Tipe Perhitungan Rumus Awal 204 2025 2026 Akhir
Subkegiatan Target| Target Rp Target Rp Target Rp Target
27,454,371,000 28,088,925,000 29,411,513,000
24,244,85,585 24,818,623,923 25,851,615,159
L 24,244, 85,585 L 24818,623,923 L 25,851 615,159
Rasic konektivitas = [IK1x bobot
anghutan jalan] + (IK? x Bobot anghutan
Rasio konektivitas Wilayah Nilai progres positif  |Sungai,danau dan penyebrangan 0l63.5 635 63.5 63.5
1,540,650,000 1,256,200,000 1,203,635,000
Y CRatic di jalan Kabupaten kota Nilai progres negatif  |V/C Ratio dijalan Kabupaten/kota 0.60 [0.74 0.4 0.7 0.7
1,146,650,000 848,000,000 765,975,000
Jurnlah kegiatan dan dokumen MRLL
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU  |Prosentase pelaksanaan Manajamen yangteraksana dibagi Target kegiatan
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA)]  |rekayasa balu lintas % progres positil  |dan dokumen MRLLx 100% 1000 100 1[][]' 1[][]' 100
983,650,000 672,000,000 588,975,000
Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Jurlah dokumen ke giatan Pelaksanaan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota  [Dokumen  [akumulatif untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 1 1 1 3
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa (Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan manajemen dan rekayasa lalu lintas manajemen dan rekayasa lalu lintas
Kabupaten/Kota dalam kondisi baik Unit progres positif | dalam kondisi baik 14 1B 18 18 13
60,000,000 60,000,000 72,000,000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Jumlah Laporan Penataan Manajemen Jumlah Laperan Penataan Manajemen
Lintas Untuk Jaringan Jalan dan RekayasaLalu Lintas untuk Jaringan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten Kota Laporan akumulatif Jalan Kabupaten/Kota 1 1 1 1 3
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50,000,000 £0,003,000 72,003,000
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu |Jlumlah Laporan Penataan Manajemen lumlah Laporan Penataan Manajemen
Lintas Untuk Jaringan lalan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk laringan
Kahupaten/Kota lalan Kabupaten Kota Laporan akumulatif lalan Kabupaten/Kota 1 1 1 1 3
501,503,000 302,003,000 201,975,000
Fengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan |[lumlah Pengadaan Pemasangan lumlah Pengadaan, Pemasangan,
Pemeliharaan Perlengkapan lalan dalam |Perbaikan dan Pemeliharaan Perbaikan dan Pemeliharaan
rangka Manajemen dan Rekayasza Lalu Ferlengkapan lalan dalam rangka Perlengkapan lalan dalam rangka
Lintas hManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Unit akumulatif hMangiemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3 2 2 2 &
206,000,000 160,003,000 150,000,000
lumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba lumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba
Uji Coba dan Sosializasi Pelaksanaan dan Sosialisasi Pelaksanaan Manaemen dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
hManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas untuk laringan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk laringan
untuklaringan lalan Kabupaten/Kota lalan Kabupaten Kota Dokumen akumulatif lalan Kabupaten/Kota 1 1 1 1 3
217,150,000 150,003,000 160,000,000
Pengawasan dan Pengendalian lumlah Laporan Pengawasan dan lumlah Laporan Pengawasan dan
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk [Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
lalan Kabupaten/Mota Kehijakan untuk lalan Kabupaten Kota  [Laporan akumulatif Kebijakan untuk lalan Kabupaten/Kota 145 20 ] 79 244
86,000,000 36,000,000 26,000,000
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAI [Jumlah Dokumen rencanainduk jaringan lumlah Dokumen rencanainduk
Kahupaten/Kota LLAJ yane ditetapkan Dakumen akumulatif jaringan LLAI yang ditetapkan 0 aJ aJ 1 1
86,000,000 86,000,000 56,003,000
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk |[Jlumlah Dokumen Penyusunan Rencana lumlah Dokumen Penyusunan Rencana
laringan LLA] Kabupaten/Kots Induk Jlaringan LLA] Kab Kota Dokumen progres positif Induk laringan LLAL Kab/Kota 1 1 1 1 1
77,000,000 920,003,000 96,003.000
lumlah Izin penyelenggaraan dan lumlah dokumrnkegiatan penerhitan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Fembangunan Fasilitas Parkiryang izin penyelenggaran dan pembangunan
Pembangunan Fasilitas Parkir diterbitkan Dakumen akumulatif fasilitas parkir (MOU) yane diterbitkan <o) 51 51 51 153
7,000,000 10,000,000 11,000,000
lumlah Dokumen Pemenuhan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan lumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perclehan |zin
Feralehan lzin Penyelenggaraan dan Fersyaratan Perolehan lzin Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Pembangunan Fasilitas Parkir Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Faszilitas Parkir Kewenangan Kabupaten Kabupaten/Kotadalam Sistem
Sistem Pelayanan Perizinan beruzaha kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik Berusaha TerintegrasiSecara Elektronik |Dokumen akumulatif Terintegrasi Secara Elektronik 0 1 1 1 3
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710,000, 000 0,000, 000 55, 000,000
Jurnlah Laporan Koordinasi dan Jurnlah Laporan Koordinasi dan
koordinasi dan Sinkronisasi Pe ngawasan | Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan sinkronisasi Pe ngawasan Pelaksanaan
Pelaksanaan lzinPenvelengzaraan dan  |lzin Penvelenggaraan dan Terbangunnya lzin Penyelenggaraan danTerbangunnya
Pernbangzunan Fasilitas Parkir Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten Fasilitas Parkir Kewenan gan
Kewenangan Kabupate nf/Kota Kota Laporan akum ul atif Kabupaten/Kota &0 50 50 ] 150
394,000,000 403, 200,000 457,660,000
PROGRAM PEMYELEM GGARAAN LALL Prosentase kendaraany ang melakukan Jurnlah kendaraan yang melakukan wji
LIMTAS DAN ANGEUTAN JALAM [LLAJ) wji laik S progres positif laik dibagi Jumlah Kendaraan KBWU 0| 92 a4 95 96
44 000,000 50,000,000 53,240,000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLa) di |Jumlah dokurnen audit dan inspe ksi Jurnlah dokumen audit daninspeksi
Jalan ke selarmatan LLA) diJalan Laporan akurm ul atif ke selamatan LLA) di Jalan 1] 1 1 1 3
44 000,000 50,000, 000 53,240,000
Pelaksanaan Inspe ksi, Audit dan Jumlah Laporan Inspeksi Audit dan Jurnlah Laporan Inspeksi, Audit dan
Pernantauan Unit Pelaksana Uji Berkala |Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Pernantauan Unit Pelaksana Uji Berkala
kendaraan Be mmotor K endaraan Bermotor Laparan akurn ul atif kendaraan Bermotor 0| 10 12 15 37
350,000,000 35§, 200,000 554,420,000
jurnlah kendaraan be motor vang jumlah kendareanbermotor vang
melakukan uji kendaraan bermotoryang melakukan uji kendaraan bermotoryang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |teday ani dnit akurmn ul atif te rlay ani 15211 7303 3533 9442 25823
535,000,000 340,000, 000 350,000,000
Pervye diaan Bukti Lulus Uji Pengujian Jurmlah Dokumen Bukti Lulus Lji Jurnlah Dokumen Bukti Lulus Uji
Berkalak endaraan Bermotar Pengujian Berkala Ke ndaraan Bermotor [Dokurmen akurn ul atif Pengujian Berkiala Kendaraan Bermotor | 16800 7800 B5a0 2435 25818
0 i] 15 000,000
Jumlah % arana dan Prasarana Pengujian Jurnlah farana dan Prasarana Pengujian
Penye diaan $arana dan Prasarana Berkala Kendaraan Bermotoryang Berkala Ke ndaraan Bermotoryang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor [Tersedia nit progres positif  |Tersedia 0| i i 1 1
10, 000, a0o 12,200, 000 12 420,000
koordinasi Pe nvelenggaraan Pengujian [jumlah kegiatan sosialisasi peraturan jurnlah ke giatan sosialisasi peraturan
BerkalaKendaraan Bermotor pengujian Keg akum ul atif pengujian 0| 2 2 2 i
5,000, 000 g, 000,000 7,000,000
Mo nitaoring dan Ev al uasi lurnlah laporan monitoring dan evaluasi Jurnlah laporan monitoring dan evaluasi
Penvelenggzaraan Pengujian Berkala penyvelengzaraan pengujian berkala penvelengzaraan pengujian berkala
Kendaraan Be motor kendaraan bermotor Laporan akurm ul atif kendaraan be motor 0| 1 1 1 3
22,704 175,585 25,562, 425,923 24 647 950,159
Jurnlah travek vz dilavani pd
kabupatenkotax bobot trayvek) dibagi
jumlah kebutuhan travek pada
Indeks konektivitas angkutan jalan Mlilai progres pasitif kabupaten/kotatersebut] 0.8 0.8 n.g 0.8 0.g
jumlzh lintas Penyeberanzan yvang
beroperasi padakabupaten/kotatsh x
bobotlintas) dibagi  (jumlah
kebutuhan lintas penyeberangan pada
Indek s konektivitas angkutan sungai Milai progres positif kabupatenkotatersebut) 0125 |0.25 025 0.25 025
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£,915100,000 6,210410,000 5535,5204534
lumlah terminal yang beroperasii dibagi
Persentase temminal yang beroperasi tatal jumlah terminal yang ada dikali 100
sesua ketentuan % progres positif % 0 7S 325 375 375
lumlah perdengkapan dan prasarana
jalan fhalte, terminal, AP1, rambu2dll)
yang tersedia dibagi jumlsah prasarana
dan perlenglkapan jalan (halte, terminal,
PROGRAM PEN YELEN GGARAAN LALU Presentase ketersediaan pedengkapan AP, rambu2dll} yang dibutuhlean dikali
LINTAS DAN ANGKUTAMN JALAN fLLAL) jalan %4 progres positif 100% |23 233 2.37 2.37
6,2635,100,000 A55,410,000 , A9, 320,454
Pernyediaan Perdengkapan lalan di lalan [lumlah Prasaranadan perlengkapan lumlah Prasaranadan perlenghkapan
Kabupaten/Kota jalan dalam kondisi baik Unit akumulatif jalan dalam kondisi baik 10F| 1734 1973 2181 5938
3,3658,100,000 3,804,510,003 4,255,401,003
Pembangunan Prasaranalalan dilalan  |Jumlah prasaranalalan dilalan lumlah prasaranalalan di lalan
Kabupaten/Kota Kahupaten kota yang terbangun Unit akumulatif Kabupaten/kots yang terbangun 594 354 400 451 1205
1,503000,000 33,000,000 10,023000
Penyediaan Pedengkapan lalan di lalan [lumlah Perlenglkapan lalan di lalan lumlah Perlengkapan lalan di lalan
Kabupaten/Kota Kahupaten kota yang terbangun Unit akumulatif Kahupatenfkota vang terbangun 2 23 5 294
4%5,000.00 52,000,000 98,560,000
Rehabkilitasi dan Pemeliharaan Prasaranallumlah Prasaranalalanyang lumlah Prasaranalalanyang
lalan terehahilitasi dan terpelihara Unit progres positif  |terehahilitasi dan terpelihara 12F]| 1430 1573 1730 1730
600,000,020 53,500,000 14,9654 2
Rehahilitasi dan Pemeliharaan lumlah Perlengkapan lalan yang lumlah Perlengkapan lalan yang
Perlengkapan lalan terehahilitasi dan terpelihara Unit akumulatif tereh ahilitasi dan tempelihara 12 43 43 14 100
E53,000020 755,000,030 226,200,000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe [lumlah terminal penumpang Tipe Cyang lumlah terminal penumpang Tipe Cyang
C dikelola dan beroperasi Unit progres positif |dikelola dan beroperasi 4 & 7 7
20,020,000 55,000,000 66,200,000
Pembangunan Gedung Terminal Jlumlah gedungterminal yane terbaneun [Unit progres positif - [Jumlah gedune terminal yang terbangun o] 1 1 1
00,003,000 20,000,000 00,003,000
lumlah Terminal Fasilitas Utama dan lumlah Terminal {Fasilitas Utamadan
Rehahilitasi dan Pemeliharaan Terminal [Pendukung yang Direhabilitasi dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan
{Fasilitas Utama dan Pendukung) Dipelibara Unit progres positif Dipelihara 5 &l 7 7
100,000,070 150,000,000 160,002,000
lumlah Terminal {Fasilitas Utamadan
Pengembangan Sarana dan Prasarana lumlah saranadan prasaranatemminal Pendukung) yang Direhahilitasi dan
Terminal yang dilakukan pengembangan Unit progres positif | Dipelihara a 1 1 1
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315,000,000 50,500,000 386,550,000
lurnlah Kec Yang terlayani angkutan

PROGRAM PENYELEN GGARAAN LALU prosentase wilayah yang terhubung jalan dibagi jurnlah seluruh kec

LINTAS DAM ANGKUTAN JALAMN [LLALY angkutan jalan % progres positif  |Kabupaten dikali 100% g|s5.2 92,6 100 100

Penyediaan Angkutan Umum untuk lasa

Angkutan Orang dan/atau Barang antar 55,000,000 57,500,000 56,550,000

Kota dalam 1 {satu) Daerah

Kabupaten/Kota lumlah angkutan umum vaneg beroperasi |Unit progres positif [lumlah angkutan umumyane beroperasi]  1693] 128 1255 1285 1255
55,000,000 50,500,000 66,550,000

Penyediaan Angkutan Umurm untuklasa [lumlah Angkutan Umum untuk lasa lurnlah Angkutan Urmum untuk lasa

Angkutan Orang dan/atau Barang antar | Angkutan Orang dan atau Barang Antar Anghkutan Orang dan/fatau Barang Antar

Kotadalam 1 {satu) Daersh Kota dalam 1Satu Daerah Kabupaten kotadalam 1 {Satu) Daerah

Kabupaten/Kota Kota yang Tersedia Unit progres positif  |Kabupaten Kota vang Tersedia 0| 1285 1285 1285 1255
103,000,000 110,000,010 120,003,000

Penetapan Rencana Umum laringan lurmlah dokurmen rencana urnum lurnlah dokurmen rencana umurm

Trayek Perkotaan dalam 1 {satu) Daerah |jaringan trayek perkotaan dalam 1{zatu) jaringan trayek perkotaan dalam 1 {satu)

Kabupaten/Kota Daerah kabupaten/kota yaneg ditetapkan |Dokumen akumulatif Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan 0 1 1 1 3
50,000,000 55,000,000 60,000,000

Pelaksanaan Penyusunan Rencana lurnlah Dokurmen kebijakan rencana lurnlah Dokurnen kebijakan rencana

Urnurn laringan Trayek Perkotaan dalam |umurm jaringan trayek perkotaan dalam umurn jaringan trayek perkotaan dalam

1 {satu] Daerah kabupaten/Kota 1 {satu] Daerah KabupatenKota Dokurmen akurnulatif 1 {satu] Daerah Kabupaten/Kota ju) 1 1 1 3
53,003,000 55,003,000 63,003,000

Penetapan Kehijakan dan Sosialisasi lurmlah dokurmen penetapan kehijakan lurnlah dokurmen penetapan kebijakan

Rencana Umum laringan Trayek dan tersosialisasinyarencana umum dan tersosialisasinya rencana umum

Perkataan dalam 1 {zatu) Daerah jaringan trayek perkotaan dalam 1{satu) jaringan trayek perkotaan dalam 1 {satu)

Kabupaten/Kota daerah kab/kota Dakumen akumulatif daerah kab/kota 0 1 1 1 3
100,003,000 110,000,000 120,005,000

Penetapan Rencana Umum laringan lumlah dokumen rencana umum lumlah dokumen rencana umum

Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah  |jaringan trayek pedesaan dalam 1{Satu) jaringan trayek pedesaan dalam 1 {Satu)

Kabupaten/Kota Daerah kab/fkota yang ditetapkan Dokumen akurnulatif Daerah kab/kota yang ditetapkan 0 1 1 1 3
50,007,000 55,003,000 90,007,000

Perurmusan Kehijakan Rencana Umum  [lumlah dokurmen kebijakan rencana lurnlah dokurnen kebijakan rencana

laringan Trayek Pedesaan Kewenangan |umum jaringan trayek pedesaan umum jaringan trayek pedesaan

kabupaten fKaota kewenangan kab/kota Dokurnen akurnul atif kewenangan kab/kota a 1 1 1 S

96



50,000,000 55,000,000 £0,000, 000
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Jurlah dokurmen sosialisasi dan uji coba Jumlsh dokumen sosialisasi dan uji coba
Kebijakan Rencana Umum laringan pelaksanaan kehijakan rencanaumum pelak sanaan kehijakan rencana umum
Trayek Pedesaan Kewenangan jaringan trayek pedesaan kewenangan jaringan travek pedesaan kewenangan
Kahupaten/Kota kahupaten/kota Daokumen akumulatif kabupaten/kota
Penetapan Tarif KelasEkonomi untuk 50,000,000 55,000,000 0,000, 000
Angkutan Orang yang Melayani Trayek  [Jumlah dokumen penetapan tarif kelas Jumlah dokumen penetapan tarif kelas
serta Angkutan Perkotaan dan ekonomi untuk angkutan perkotaan dan ekonomi untuk angkutan perkotasn dan
Perdesaan dalam 1(satu) Daerah pedesaan dalam 1 (satu) Daerah pedesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabhupaten Kaota Daokumen akumulatif Kabupaten Kota
50,000,000 55,000,000 60,000, 000
Analisis Tarif Kelas EkonomiAngkutan  [Jumlah Dokumen analisis tarif kelas Jumlsh Dokumen analisistarif kelas
Orang dan Angkutan Perkotaan dan ekonomi angkutan orang dan angkutan ekonomi angkutan orang dan angkutan
Perdesaan dalam 1(satu) Daersh perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) perkataan dan pedesaan dalam 1(satu)
Kabupaten/Kota Daerah kabupaten/kota Dokumen akumulatif Daersh kabupaten/kota
10,000,000 15,000,000 20,000, 000
Jumlah dokumenlzin Penyelenggaraan Jumlah dokumen lzin Penyel enggaraan
Penerhitan lzin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Angkutan Orang dalam Trayek Lintas
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1({5atu) Daersh Kabupaten/Kota dalam 1({5atu)
Daerah Kabupaten/Kotadalam 1({satu) |Daerah Kabupaten/Kaota yang Daerash Kabupaten/Kota yang
Daersh Kabupaten/Kota diterhitkan Dokumen akumulatif diterbitkan
10,000,000 15,000,000 20,000, 000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Jumlsh Laporan Pemenuhan Persyaratan
Perolehan |zin Penyelenggaraan Paerolehan lzin Penyelenggaraan Perolehan lzin Penyelengzaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Angkutan Orang dalam Trayek Angkutan Orang dalam Trayek
Kewenangan Kahupaten/Kota dalam Kewenangan Kabupaten Kota dalam Kewenangan Kabupaten/Kotadslam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Sistem Pelayanan Perizinan Berussha Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektranik Terintegrasi Secara Elektronik Laporan akumulatif Terintegrasi SecaraElektranik
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1,000, 000,000

1,000, 000, 000

1, 000, 000, 000

present=se ketersediaan prasarana

Jurnlah Dermazayangterbangun dibagi
jurnlah dermazayang dibutuhkan dikali

PROGRAN PENGELOLAAMN PELAYARAN anzkutan s uheai 26 prestes positif 100 By 0 0 E0 1] 0
Fermbanzunan dan Penerbitan Izin 1 000, 000 000 1 000, Cod, Do 1 000, od, D00
Fembanzunan dan Pengepersian Jurnlah Pras aranasungai dalam kendisi Jurnlah Prasaranasungai dalam kendisi
FelabuhanSungai dan Danau baile Unit prasres positif biai ke ¥ 2 2 2 2
500, 000, oo 00,000,000 500, 000, oo
Fermbanzunan Pelabuhan Sunzai dan Jurnlah Pelabuhan sunzai dan danauy Jurnlah Pelabuhan sunzai dan dahau
Danau yahe dibanzun Unit skurnulstif yane dibansun 0 1 il 1 3
500, o, Qo0 S00,000,000 500, 000, Qo0
Fengeperasian dan Permeliharaan Jurnlah Derm=a=zasunzai yang beroperssi Jurnlah Derm=a=zasungai vang beroperssi
FelabuhanSungai dan Danau danterpelihara Unit presres pesitif dan terpelihara 2| 2 2 2 2
32, 000,000 45, 000, D00 50, 500, 000
Jurnlah trayek yang ted syani ahg kutan
prosent=se wil myah yang terhubung sungai dibazi jurmnlah kebutuhan trayvek
FROGRANM PEMNGELD LAAMN PELAY ARAN angkutan 5 uheai kil prasres pesitif dikeali 100 B4 0 1) =1 =] 1)
20, 000,000 25, 000, 000 A0, oG, Qo0
Fenerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan |Jumlah Doelkumen kegiatan Penerbitan Jurnlah Dekumen kegiatah Penerbitan
Arnskutan Sungai dan Danau sesuai lzin Penyelengzaraan Angkutan Jrang Izin Penyelenggaraan Angkutan Jrang
dengan Demiszili Orang Perseerangan dalarm Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam Trayek Lint= Daerah
Warga Megara Indenesia atau Badan Keta dalam 1satu Daerah Kabupaten Kabupaten/Ketadalarn 1 {satu} Dasrah
Usaha Kats Dekumen skurnul=tif Kabupaten/Kota ¥ a1 il a1 3
30, 000,000 35,000,000 20, 000, D00
Koardin=si dan Sinkrenis=i Pengawssan [Jumlah Laperan Keordinzsi dan Jurnlah Laperan Keerdinzsi dan
Felaksanaan Izin Usaha sinkrenis =i penzawasan pelaks anaan sinkrenis=si pengawasan pelaksanaan
Fenyelengsaraan Angkutan Sungai dan  |izin usaha penyel enggaran angkutan izin usaha penyel engzaran ahgkutan
Danau sesuai dengan Demisili Jrang sungai dan Danau sesuai dengan sungai dan Danausesuai dengan
Fersearangan Warga Megara lndenesia |demisili orang perseorangan wama demisili erang pers ecrangan wama
stau Badan Usaha Kewenangan negara indenesiaatau badan usaha nezaraindonesia atau badan usaha
Kabugatenf’l(ota kewensnzan kab kots Dokumen akumulstif kewenansan k=b f kots [¥] | 1 1 3
2 000,000 10,000,000 10, 500, 000
Jurnlah Dekurnen penerbitan izin usaha
Fenerbitan lzin Usaha Jasa terkait j==a terkait dengan perawatan dan Jurnlah izin uszha j==3 terkait dengan
densan Perawstan dan Perbaikan Kapal |perbaikan kapal Dekumen skurnulstif perawsatan dan perbaikan kapal 0 a1 il 1 3
2,000,000 10,000,000 10, 00, 000
F==ilit=si Permenuhan Persyaratan Jurnlah Dekumen Permenuhan Jurnlah Dakumen Pemenuhan
Feralehan |zin Usaha J=sa terkait dengan |Persyaratan Perelehan lzin Usahal=sa FPermyaratan Peralehan lzin Usashal=sa
Ferawatan dan Perbaikan Kapal dalam Terksit dengan Permawatan Kapal dalam Terkait dengan Peravwstan Kapal dalam
Sister Pelayanan Perizinan Berusaha sisterm pelayanan perizinan berusaha sisterm pelayanan perzinan berusaha
Terntesrssisecara Elektronik terntesr=isecraelekironik Dekumen skurnulstif terintest=si secara elektranik 0 1 il 1 3
FROGRAN PENUMIAN G URUSAM 14 07 525 15,355,512 922 16, 675, 403, 675
FENERINTAHAMN DAERAH Fersent=se pemenuhan layanan Ratztrata persentase capaian Kinerja
KABUFATEN /K OTA pendnjane urusan perangkat deerah il presres pesitif ke=ziatan penunjang perangkat dasrah 00 a00 200 A0 a00
55, 315,259 &5 610,618 73,171 &80
Jurnlah dekurnen Perencanaan Jurnlah dekurnen
Ferencanaan, Penganggaran, dan Pengangsaran dan Evaluasi Kinerga FPerencanaan, Pengahggaran, dan
Evzaluzsi Kineja P eranzkat Dacrah Feranzkat Dasrah Dekumen skurnulstif Evaluzsi Kinerja Perangkat Dasrah 3 3 E] 2
23, =2, 280 25.610,61% 28,171 &350
Fernyusunan Dekumen Perencanzan Jurnlah Dekurnen Perencanaan Jurnlah Dekumen Perencnaan
Feranskat Daerah Ferangkat Dasrah Dekumen akurnulatif Ferangkat Dasrah el 3 E] a2
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35,052,879 40,000,000 45,000,000
Jumlah laporan Ev aluasi Kinerja Jurnlah laporan Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Laporan ak urnul atif Perangkat Daerah 2 2 2 5
500,275,318 3,250,500 650 0.075,330,715
Jurnlah lapaoran pelaksanaan Jurnlah laporan pelaksanaan
Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangk at
Daerah Daerah Lapaoran ak urnul atif Caerah 4 4 4 12
555,275,518 5 065,500, 650 5,575 ,680,715
Jurnlakh arang yang menerirnaGaji dan Jurnlah orangyang menerima gaji dan
Penyedigan 5aji dan Tunjangan A%MN Tunjangan &34 Orang ak urmul atif tunjangan & 3H 7o 7o 70 210
155,000,000 151,500,000 199,650,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jurnlah Dokurmen Hasil Penyediaan
Tuzas A5N Adrministrasi Pelaksanaan Tugas A5 Dokurmen ak urnul atit Administrasi Pelaksanaan Tugas A5HN 12 12 12 36
1,5371,550,000 1,975,185 000 1,441 706,500
Jurnlah laporan pelaksanaan Jurnlah laporan pelaksanaan
Adrministrasi Umum Perangkat Dasrah Adrministrasi Umum Perangk at Dasrah Laporan ak urnul atif Adrninistrasi Urmum Perangkat Daerah 7 7 7 21
20,000,000 20,500,000 10,64 5,000
Jurnlah Paket Komponen Instal asi Listrik Jurnlah Paket Kormponen Instalasi
Penyediaan Kam panen nstal asi Penerangan Bangunan Kantor vang Listrik/Peneranzan Bangunan Kantor
Listrik/Penerangan Bansunan Kantor disediakan Paket ak urmul atif vang disediakan 3 4 =) 12
100,000 000 105,000,000 09,525 000
FPernyediaan Peralatan dan Perlengkapan JJumlah paket peralatan dan Jurnlah paket peralatan dan
Kantor perlengk apan kantor yvang disediak an Paket ak urmul atit perlengkapan kantoryang disediakan 5] 7 g 21
50,000,000 50,500,000 15,310,000
Jumlah Paket peralatan rum ah tangga Jurnlah Paket peralatan rumah tangga
Fenvediaah Peralatan Rumah Tahgga vang disediakan Faket ak urnul atif vang disediak an 3 4 5 12
250,000 000 250,500,000 250,000,000
Jurnlah Paket Bahan Logistik Kantar vang Jurnlah Paket Bahan Logistik Kantory ang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor disediakan Paket ak urmulatif disediak an 36 36 36 105
0,000,000 0,500,000 26,620,000
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang cetakan dan Jurnlah paket barang cetakan dan
Penggandaan penggandaan yang disediakan Paket ak urnulatift penggandaan yang disediakah 36 36 36 105
551,850,000 1,451,185 000 1,055,303, 500
Fenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  JJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jurnlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD kKoordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan ak urmulatif Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46 46 46 135
10,000,000 000,000 3,000,000
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Jurnlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD | Dinatis pada SKPD Dokurnen ak urnulatift DinamispadaikPD 250 250 250 750
151,400,000 1ed4 540000 177,944,000
Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Jurnlah laporan pelaksanaan Pengadaan
Fengadaan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah penunjang urusan Barang Milik Dasrah penunjang urusan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Permerintah Daerah Laparan ak urnulatift Pernerintah Daerah 3 3 3 9
25,000,000 25,500,000 26,000,000
Pengadaan Mebel Jurmlah paket mebel yang disediakan Paket ak urnulatift Jurnlah paket mebel vang disediakan 1 1 1 3
100,000,000 110,000,000 120,000,000
Jurmlah Unit Peralatan dan Mesin Jurmlah Unit Peralatan dan Mesin
FPengadaan Peralatan dan Mesin Lainny a [Lainnyayang disediakan Unit akurnul atif Lainnvawvang disediakan 10 11 12 33
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UFTD PKEB

PROGRAMPEMUMIANG URLISAN
PEMERINT AHANM DAERAH

1,059,545,415

1,191 227870

1,400, 750, 657

Ratarata Persentase capaian kinerja

Rata rata pe rse ntase capaian kineda

KaBUPATEM KOTA ke giatan penunjang perangkat daerah |% progre s positif kegiatan penunjang perangkat daerah 100 100 100 100
671, 221 500 697,298 273 840,090, 65358
lurmlah Laporan pelaksanaan Iumlah Laporan pe laksanaan
Penyedizan JasaPenunjang Urusan penvediaan jasa penunjang urusan penyedizan jasa penunjang urusan
Permerintahan Dae rah peme Hntahan daerah Laporan akumulatif permerintahan daerah 51 55 &2 163
125,000,000 179,227,915 142,150, 704
lurmlah laporan penyediaan jasa Iumlah laporan penve diaan jasa
Penyedizan JasaKormunikasi, Sumber karmunikasi Surnbe r Day a air dan listrik karmunikasi, Surmber Daya airdan listrik
Dava Airdan Listrik vang disediakan Laporan akumulatif vang disediak an 26 29 31 i)
546,221,500 568,070,360 697,939, 954
Jumlah laporam pe nvediaan jasa Jumlah laporam penvediaan jasa
Perwediaan lasa Pelayanan Urnum pelayanan umum kantoryang pelavanan umum kantorvang
Kantor disediakan Laporan aloumu latif disediak an 25 26 31 [
187,315,500 222,167,555 245,521 755
Jurnlah laporan pelaksanasn
Jurnlah laporan pelaksanaan Perneliharaan Barang Milik Daerah
Pernelibharaan Barang Milik 0 aerah Fermeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an
Penunjang Urusan Permerintahan Daerah |Perunjang Urusan Permerintaban Daerah|Laporan akurmulatif Daerah a4 52 59 155
50,000,000 G6h, 420 535 70,000,000
Pemmelibaraan/Rehabilitasi $aranadan  [Jurnlah sarana dan prasarana pendukung Jurnlah sarana dan prasarana pendukung
Prasarana Pendukung Gedung Kantor ge dung kantoratau bangunan lainnva gedung kantor atau bangunan lainnya
gtau Bangunan Lainny a ang dipelihara direhahbilitasi Init progre s positif ang dipelihara/dire habilitasi 1 1 1 1
g, 510,000 6,171,000 &,755, 100
Pernelibharaan,/Rehabilitasi Gedung Turmlah gedung kantor dan bangunan Iumlah gedung kantor dan ban gunan
kantordan Bangunan Lainhya lainnyayang dipe lihara direh abilitasi Idhit progre s positif lainrvavang dipelihargfdire habilitasi 1 1 1] 1
128,705,500 141,576,050 155,753, 655
Pernelibharaan Pe ralatan dan Me sif Jurlah peralatandan mesin lainnva Jurnlah pe ralatan dan mesin lainmva
Lainnya ang dipelihara Init progre s positif ang dipelihara 39 43 47 47
3,000,000 %,000,000 13,000,000
Permelibaraan Mebe | Jumnlah mebelyang dipelihara Uit akumulatif Jurnlah mebelvang dipelihara 3 7 10 20
113 000,000 143,000, 000 170, 000, 000
Jumnlah laporan pelaksanaan Pengadaan Jurnlah laporan pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Barah g Milik Daerakh penunjang urusan Barang Milik Daerah penunjang urusan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |Pemerintah Daerah Laporan akumulatif Permerintah Daerah 3 3 3 9
100,000,000 120,000,000 140,000, 000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jurnlah unit sarana dan prasaranan Jurnlah unit sarana dan prasaran an
Pendukung Gedung Kantor atau pendukung gzedung kantor atau pendukung gedung kantor atau
Bangunan Lainny a bangunan lainnyavang dise diakan nit akumulatif bangunan lainnyavyang disediak an 1 1 1 3
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UPTD PEMGELOLA SARAMNA DAN
PRASARAMNA PERHUBLINGARN

PROGRAM PEMUNIANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2,120,000,000

2079 073, 207

2,169,147, 1584

Ratarata Persentase capaian kinerja

Rata-rata persentase capaian kinerja

KABUPATEN/KOTA kegiatah penunjang perangkat daersh % progres positif kegigtan penunjang perangk st dae rah 100 100 100 100
GE65,000, 000 673,147 649 759,462 414
Jumlah Laporan pe lak sanaan Jurmlah Laporan pelaksanaan
Penyediaan lasaPenunjang Unisan pehy ediaan jasa penunjangunisan peryediagnjasapenunjang urusan
Pernerintahan Daerah pernerintahan daersh Laporan aku rmul atif pererintahan daerah 12 12 12 36
15,000,000 13, 769, 500 15,146,760
Jumlah laporan penvediaanjasa Jurnlah laporan penvediaan jasa
Pervedizanlasakomunikasi, Sumber komunikasi Surmber Dava airdan listrik kormunikasi, sumbe rDava airdan listrik
DavaAirdan Listrik vang dise diakan Laporan aku rmul atif vang disediakan 12 12 12 36
100, 000, 00d 110, 000,000 120,000, 000
Iurlah laporan penyediaanjasa lurnlah laporan penvediaan jasa
PenvedizanlasaPeralatan dan peralatan dan perdengkapan kantorvang peralatan dan perle ngkapan kantorvang
Perengkapan Kantor disediakan Laporan aku mul atif disediakan 12 12 12 36
550,000, 000 549, 377,849 604,315 634
Jurnlah laparam penyediaan jasa lurnlah laporam penyediaanjasa
PenyedizanlasaPelayanan Urmum pelayanan umurm kantor yang pelavananumum kantoryvang
Kantar disediakan Laporan aku mul atif disediakan 24 24 24 72
455,000, 000 595,720,615 411492 674
Jurnlah laporan pelaksanaan
lurlah laparan pelaksanaan Perneliharaan Barang Milik Daerah
Perneliharaan Barang Milik Daerah Perneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah|[Penunjang Urusan Pemerintahan Daera |Laporan aku mul atif Diaerah 12 12 12 36
100,000, 000 50,000, 000 50,500,000
FPermeliharaan/Rehabilitasi sarenadan  [Jumlah sarana dan prasarana pendukung Jurnlah sarana dan prasarana pe ndukung
Prasarana Pendukung Gedungkantor gedung kantoratau bangunan lainnya gedung kantoratau banzunan lainnya
gtau Bangzunan Lainmya vang dipe liharadire habilitasi Unit prozrespositif  |wang dipeliharms/dire habilitasi 5] a g 5]
150,000, 000 107,720,613 115,492 674
PemeliharaansRehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor dan bangunan Jurnlah ge dung kantor dan bangunan
kantor dan Bangunah Lainnya lainrwvavang dipelihara dire habilitasi Unit progres positif lainmyayang dipelihara/dire habilitasi 4 4 [ 4
25,000,000 25, 500,000 26,000,000
Perneliharaan Peralatan dan Mesin Jurnlah peralatan dan mesin lainnya Jurnlah peralatan dan mesin lainnya
Lainmva vang dipe lihara Unit progres positif vang dipelihara 10 10 10 10
10, 000,000 10,500, 000 11,000,000
Permneliharaan Mebel Jurlah mebelvang dipelihara Unit aku rmul atif Jurlah mebe [ vanz dipelihara & ] 10 27
PenyediaanlasaPemeliharaan, Biava 200,000,000 205,000,000 205,500,000
Permeliharaan, Pajak, dan Perizinan Jumlah Kendaraaan Dinas Cperasioanal Jurnlah Kendaraaan Dinas Operasioanal
Kendaraan Dinas Qperasional atau atau lapanganyang dipelihara dan atau lapangan vang dipelihara dan
Lapangan dibayvarkan pajak dan perizinannya Unit progres positif dibavarkan pajak dan perizinannya 10 10 10 10
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1502,i002,000 151,503,020 84,337,484
lumlah laparan pelaksanaan Pengadaan lumlah laporan pelaksanaan Pengadaan
Fengadaan Barang Milik Crasrah Barang Milik Craerah penunjang urusan Barang Milik Drasrah penunjang urusan
Panunjang Urusan Pemerintah Oaerah  |Pemerintah Daerah Laparan akumulatif pPeamerintah Dtaerah 12 12 12 36
73,003,000 75,503,000 33,643,687
Fengadaan Sarana dan Prasarana lumlah unit sarana dan prasaranan lumlah unit sarana dan prasaranan
Pendukung Gedung Kantor atau pendukung gedung kantor atau pendukung gedung kantar atau
Bangunan Lainnya bangunan lainnyayang disediakan nit akumulatif bangunan lainnyayang disediakan 4 5 5 15
50,003,000 50,507,000 24,273,447
lumlah Unit Peralatan dan Mesin lumlah Unit P eralatan dan Mesin
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Lainnya yane disediakan it akumulatif Lainnya yang disediakan 6 7 3 21
25,000,000 25,507,002 26,420,350
Pengadaan Mebael lumlah paket mebel yang disediakan Paket akumulatif lumlah paket mebel yang disediakan 2 2 2 6
820,002,000 285,704,545 933,854,812
lumlah laparan pelaksanaan lumlah laporan pelaksanaan
Administrasi mum Perangkat Diaerah (A dministrasi Umum Perangkat Oasrah |Laporan akumulatif Administrasi Umum Perangkat Oaerah 12 12 12 36
(3,302,020 0,507,002 51,000,000
Fenyelengzaraan Rapat Koordinasi dan  |[Jlumlah Laporan Penyelengzaraan Rapat lumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Kaonsultasi SKPCH K oordinasi dan Kon sultasi SKEPD Laparan akumulatif Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 120 120 260
20,000,000 20,203,000 20,399,172
Fanyadiaan Barang Cetakan dan lumlah paket barang cetakan dan lumlah paket barang cetakan dan
Penggan daan pengzandaan yang disediakan Paket akumulatif pengeandaan yang disediakan 2 3 4 |
850,003,000 595,595,960 765,159,556
lumlah Paket Bahan Laogistik Kantaryang lumlah Paket Bahan Lagistik Kantar yang
Penyediaan Bahan Logistik Kantaor disediakan Paket akumulatif disediakan 5 5 7 13
25,000,000 4,983,135 38,482,538
lumlah Paket peralatan rumah tangga lumlah Paket peralatan rumah tangga
Panyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Paket akumulatif yang disediakan 4 5 5 15
50,003,000 38,920,860 42,812,946
Fenyediaan Paralatan dan Perlengkapan |[lumlah paket paral atan dan lumlah paket peralatan dan
Kantar perlengkapan kantoryang disediakan Paket akumulatif perlengkapan kantor yang disediakan 6 7 3 21
15,000,000 15,507,000 16,003,000
lumlah Paket kompanean Instalasi lumlah Paket Kompanean Instal asi
Fanyadiaan Kampaonen Instalasi Panarangan Bangunan Kantor yang Listrik/Panarangan Bangunan Kantar
Listrik/P enerangan Bangunan Kantar disediakan Paket akumulatif yang disediakan 1 1 1 3
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan
Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk
mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah
alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun
kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja
program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai
ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan
daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen
perencanaan.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator
kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian
kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja
Bappedalitbang Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu
dipedomani oleh seluruh aparatur Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Bappedalitbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai
berikut:
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Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026

Tabel 7.1

Kondisi Target Capaian
. Awal g P Kondisi
No Indikator Satuan 2023 Tw Akhir
2 2024 | 2025 | 2026
1 Rasio konektivitas Wilayah Nilai 0 63.5 63.5 63.5 63,5
V C Ratio di jal o
2 atio & jaan Nilai 0,6 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74
Kabupaten kota
3 Indeks kor.lekt1v1tas Nilai 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
angkutan jalan
Indeks konektivitas
4 angkutan sungai Nilai 0,125 0,25 0,25 0,25 | 0,25
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BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyumas menyajikan agenda utama perencanaan
pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya
tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang
kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungaaan dilakukan dengan komitmen
yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan
sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena
itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai
berikut:

1. Seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas agar melaksanakan
program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian
target Renstra;

2. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas agar menjalin koordinasi dan
kerjasama yang baik dengan bebagai pihak baik internal maupun eksternal
sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat
tercapai.

3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan
keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib
berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target
Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau

daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan sesuai
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dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan
yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh
karenanya komitmen seluruh jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir
dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera akan

terwujud.

Purwokerto, Mei 2023
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